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 Skripsi yang berjudul ‚Analisis Maqa<s}id al-Shari<‘ah terhadap Pandangan 
Perwakilan BKKBN  Provinsi Jawa Timur tentang Imbauan Penundaan 
Kehamilan di Masa Pandemi Virus Korona oleh Kepala BKKBN Pusat‛. Skripsi 
ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan 
masalah, antara lain: bagaimana pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 
Timur mengenai imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona 
oleh Kepala BKKBN Pusat, dan bagaimana analisis maqa<s}id al-shari<‘ah terhadap 
pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang imbauan 
penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat. 
 Skripsi ini merupakan field research atau hasil penelitian lapangan di 
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya dengan 
mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 
wawancara. Sehingga pendekatan penelitian yang diambil adalah kualitatif yang 
kemudian menghasilkan deskriptif analisis, dan penulis menggunakan pola pikir 
deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistemastis sehingga menjadi data 
yang konkrit mengenai  pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 
tentang penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona yang disampaikan 
oleh Kepala BKKBN Pusat dan dianalisis menggunakan teori hukum islam, yaitu 
maqa<s}id al-shari<‘ah. 
 Hasil penelitian menyimpulkan pandangan dari Perwakilan BKKBN 
Provinsi Jawa Timur terhadap imbauan penundaan kehamilan yang disampaikan 
oleh Kepala BKKBN Pusat merupakan sebuah imbauan yang mempunyai tujuan 
antara lain untuk menjaga jiwa ibu dan bayi yang dikandung, juga melindungi 
keturunan yang akan dilahirkan nanti. Hal tersebut dalam tingkatan maqa<s}id al-
shari<‘ah bisa masuk d{aru>riy>at dan h}a>jiya>t. Sedangkan dalam pemeliharannya, 
masuk ke dalam hifzun al-nafs (memelihara jiwa) dan hifzun al-nasl (memelihara 
keturunan) 
 Berdasarkan hasil di atas ada saran dari penulis yang ingin disampaikan 
kepada BKKBN agar dalam menyebarkan imbauan penundaan kehamilannya 
harus lebih merata, supaya desa-desa yang sulit terjangkau bisa mengetahui 
imbauan tersebut dan juga alasan-alasan mengapa ada imbuan penundaan 
kehamilan di masa pandemi virus korona. 
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A. Latar Belakang 
Nikah merupakan kata dari Bahasa Arab, namun di dalam Bahasa 
Indonesia sering disebut dengan perawinan yang berasal dari kata kawin, 
kawin menurut bahasa artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan 
jenis, bisa juga diartikan dengan bersetubuh atau melakukan hubungan 
seksual.
1
 Kata kawin secara umum digunakan untuk hewan, tumbuhan, 
manusia, dan menunjukkan sebuah proses generate/reproduksi yang alami. 
Sedangkan kata nikah digunakan hanya untuk manusia saja, karena 




Di dalam Al-Qur’an dan Hadis, kata perkawinan disebut denganْ  
nika>hun ( ( dan zawa>j ( ).3 Dan secara bahasa, nikah mempunyai 
beberapa arti antara lain hubungan kelamin ( ), mengumpulkan ( ), 
                                                          
1
 Santoso, ‚Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan 
Hukum Adat‛, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagaam, Vol. 7. No 2 (Desember, 2016),   
415. 
2
 Tihami et al, Fiqih Munaqahah Kajian Fiqh Lengkap  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2009), 6. 
3
 Amir Syarifudin, Hukum PerkawinanIslam di Indoensia, Cet III  (Jakarta:Kencana, 2007),  35. 
 


































bergabung ( ), dan akad ( ).
4
 Sedangkan dalam makna agama islam, 
nikah ialah akad yang bisa menghalalkan pergaulan laki-laki dengan 
perempuan yang tidak ada ikatan mahramnya, sehingga setelah terjadi akad 
tersebut akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban kepada keduanya.
5
 
Menurut Syafi’iyah, kata nikah itu dalam arti majazinya adalah bersetubuh 
dan arti hakiki ialah akad.
6
 
Tetapi, perkawinan bukan hanya sebatas dalam akad nikah saja, 
namun juga mengandung sebuah tanggung jawab sangat besar yang dipikul 
oleh suami istri. Menurut Sulaiman Rasyid, perkawinan ialah suatu akad 
yang memberikan kehalalan dalam berhubungan seksual dan juga 
memberikan hak dan kewajiban serta tolong menolong yang harus dipenuhi 
dan dilaksanakan oleh suami istri.
7
 Tidak hanya melaksanakan hak dan 
kewajiban, di dalam pernikahan juga mempunyai tujuan, salah satu tujuan 
pernikahan adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan. Menurut agama 
islam, bahwa setiap muslim yang sudah menikah, hendaklah melestarikan 
keturunan putra-putra Adam.  
Al Qur’an surah Surah An-Nahl ayat 72 Allah berfirman: 
ْْ ْۗ﴿٢٧﴾  
                                                          
4
 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2005), 42-43. 
5
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam…, 36. 
6
 Ibid., 37. 
7
 M. Hasballah Thalib, Hukum Keluarga dalam Syari’at Islam (Medan: Fakultas Hukum 
Universitas Damawangsa, 1993), 3. 
 



































Artinya: ‚Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu 
sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak 
dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka 





Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, nabi sangat menganjurkan 
pasangan suami istri untuk memiliki anak, bahkan dianjurkan untuk 
mempunyai banyak anak. Salah satu hadisnya adalah 
 
 
Aritinya: ‚Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai 
suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena 
sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu 
di hadapan umat-umat (yang terdahulu)‛ [Hadis Riwayat Abu 




 Memiliki keturunan merupakan salah satu nikmat yang besar dari 
Allah SWT untuk hamba-Nya dan merupakan suatu hal yang paling 
ditunggu-tunggu oleh suami istri baik yang baru menikah ataupun yang 
sudah lama menikah. Karena keturunan merupakan perhiasan dunia yang 
sangat berharga bagi pasangan suami istri, Al Qur’an menjelaskan di dalam 
surah Al-Kahfi ayat 46: 
ْْ  ْۗ
ْ﴿٦٤﴾  
                                                          
8
 Al-Qur’an, 16: 72. 
9
 https://almanhaj.or.id/2258-islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html. 
Diakses pada tanggal 7 November 2020. 
 


































Artinya: ‚Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 
tetapi amalan- amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik 




Namun, sebelum lahirnya anak di dalam sebuah keluarga, seorang 
istri harus melewati perjalanan panjang kurang lebih 40 minggu atau 280 
hari untuk mengandung calon bayinya. Selama proses hamil tersebut, suami 
istri harus melakukan tindakan cek kehamilan atau perawatan kehamilan, 
yang mana itu dilakukan di pelayanan kesehatan atau bidan terdekat secara 
rutin dan berkala supaya janin yang dikandung dan juga yang mengandung 
senantiasa tetap sehat hingga tiba waktunya melahirkan.  
Berbeda dengan keadaan sekarang, pada akhir tahun 2019 hingga 
sekarang bulan November 2020 masih berlangsung terjadinya penyebaran 
virus korona. Virus tersebut berasal dari China yang mana virus ini sudah 
menjadi pandemi. Dikatakan pandemi karena penyebarannya tidak hanya di 
Negara China saja, tapi sudah meluas di berbagai negara seluruh dunia 
termasuk salah satunya adalah Negara Indonesia. Atas penyebaran virus 
korona yang semakin meluas, pemerintah membuat beberapa peraturan dan 
surat edaran mengenai pencegahan penularan virus korona di Indoensia. 
Akibat dari peraturan tersebut, masyarakat diharuskan untuk tetap di 
rumah saja, dan melakukan physical distancing, dan juga banyak yang takut 
untuk keluar rumah karena khawatir tertular virus korona. Tidak hanya itu, 
layanan kesehatan dan bidan juga membatasi diri, tidak sedikit pula ada yang 
memilih menutupnya untuk sementara waktu. Hal tersebut berakibat kepada 
                                                          
10
 al-Qur’an, 18:46 
 


































susahnya pasangan suami istri untuk mendapatkan layanan kesehatan, alat 
kontrasepsi, tidak sedikit juga peserta KB yang berhenti menyambung suntik 
dikarenakan adanya imbauan untuk tidak datang ke klinik kecuali 
emergency.  
Dengan adanya peristiwa itu dikhawatirkan akan terjadi lonjakan 
angka kehamilan yang tinggi dan kehamilan yang tidak direncanakan oleh 
suami istri, karena dimasa pandemi virus korona yang mewabah diseluruh 
dunia ini merupakan hal baru bagi umat manusia dan sangat berbahaya 
hingga menyebabkan kurang lebih 38.865 jiwa meninggal dunia di Indonesia 




Menanggapi adanya pendemi virus korona yang sudah masuk ke 
Indoensia, BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional mengeluarkan suatu imbauan penundaan kehamilan di masa 
pandemi virus korona.
12
 Melalui dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) sebagai 
Kepala BKKBN Pusat dan sekaligus ahli dibidang medis, beliau mengimbau 
kepada pasangan suami istri di Indonesia agar menunda dulu kehamilannya 
di masa pandemi, yang mana imbauan tersebut dikeluarkan melalui akun 
                                                          
11
 https://news.google.com/covid19/map?hlid&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aid. 
Diakses pada tanggal 25 Maret 2021. 
12
 Ervina Novianty Harahap, ‚Pembimbingan dan Pembinaan BKKBN dalam Bidang Keluarga 
Berencana di Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar‛, Jurnal Pemberdayan Masyarakat, Vol. 
7. No. 2 (2019) 130. 
 






































Karena menurut beliau ada beberapa kemungkinan buruk yang akan 
terjadi apabila hamil di masa pandemi, antara lain berbahaya bagi kesehatan 
ibu yang mengandung dan bayi yang dikandungnya. Memang hamil disaat 
pandemi virus korona ini beresiko tinggi karena pada saat hamil, tenaga dan 
imun tubuh pasti berkurang dan melemah yang bisa menyebabkan mudah 
terserang atau terjangkit virus korona. oleh karena itu, imbauan yang 
disampaikan Kepala BKKBN Pusat perlu untuk dipertimbangkan lagi. 
Dengan adanya imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus 
korona oleh Kepala BKKBN Pusat, penulis memutuskan untuk datang ke 
kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur karena ingin lebih dalam 
lagi menggali terkait dengan adanya imbauan tersebut dengan 
mewawancarai Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Menurut beliau, 
bukan hanya bahaya bagi ibu dan anaknya saja. Tetapi ada beberapa hal 
mudarat lain apabila hamil di masa pandemi, salah satunya ialah adanya 
kesulitan bagi ibu yang mengandung pada saat akan melahirkan. 
Menurut maqa<s}id al-shari<‘ah, menjaga jiwa dan keturunan  
merupakan 2 dari 5 kebutuhan yang harus dijaga dengan tujuan untuk 
kesejahteraan bersama. Prof. K. H. Yudian Wahyudi menjelaskan 
bahwasanya maqa<s}id al-shari<‘ah merupakan sebuah jalan keluar atau metode 
                                                          
13
 Hasto Wardoyo, ‚Tunda Kehamilan pada Masa Covid-19‛ YouTube,diunggah oleh BKKBN 
OFFICIAL, 10 Mei 2020,  https://youtu.be/PbEmPZ2twtc. Diakses pada tanggal 9 November 
2020. 
 


































dalam memberikan solusi dari masalah-masalah yang baru, yang mana 
penjelasan mengenai status hukumnya tidak ada dibahas di dalam Al-Qur’an 
dan Hadis. Covid-19 adalah suatu masalah yang baru bagi masyarakat 
Indonesia, sebab itu sebagai pasangan suami istri harus mempunyai iktikad 
untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan hamil di masa pandemi. 
Tentu dalam memberikan imbauan penundaan hamil, Kepala BKKBN 
Pusat memiliki tujuan dan maksud untuk kebaikan bersama. Karena hakikat 
atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan 
kemaslahatan umat.  Penulis berusaha memahami tujuan dari adanya 
imbauan penundaan hamil tersebut dengan melihat perspektif dari kajian 
filsafat hukum islam yaitu melalui maqa<s}id al-shari<‘ah. Maqa<s}id al-shari<‘ah 
ini secara substansial mengandung kemaslahatan. 
Tujuan dari adanya maqa<s}id al-shari<‘ah ditinjau dari kewajiban dalam 
menjaga ada 5, antara lain untuk melihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta.  Sedangkan dalam usaha mewujudkan dan memeliharanya, maka 
ditinjau dari segi tingkatan kemaslahatannya terdapat 3 tingkatan maqa<s}id 
al-shari<‘ah, antara lain d{aru>riy>at (primer/kebutuhan pertama), ha>jiya>t 
(sekunder/kebutuhan kedua), dan tah}si>niya>t (tersier/pelengkap/kebutuhan 
ketiga). 
  Metode di atas bisa memberi pandangan dari kaca mata filsafat yang 
memiliki skala prioritas, yaitu dengan cara mempertimbangkan pemeliharaan 
terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan juga dilihat dari 
tingkatannya. Berdasarkan pemaparan yang ada di atas, penulis tertarik 
 


































untuk meneliti tentang bagaimana sudut pandang dari maqa<s}id al-shari<‘ah 
terhadappandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang 
imbauan penundaan kehamilan dimasa pandemi virus korona oleh Kepala 
BKKBN Pusat. 
Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan 
kemaslahatan bagi para pihak dalam hal menjalankan imbauan tersebut 
dengan konsep maqa<s}id al-shari<‘ah supaya mencapai kesejahteraan bersama. 
Sebagaimana diketahui, maqa<s}id al-shari<‘ah sendiri menitikberatkan pada 
aspek kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Dari pemaparan di atas, 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‚Analisis Maqa<s}id 
al-Shari<‘ah terhadap Pandangan Perwakilan BKKBN  Provinsi Jawa Timur 
tentang Imbauan Penundaan Kehamilan di Masa Pandemi Virus Korona oleh 
Kepala BKKBN Pusat‛.  
 
B. Identifikasi Masalah 
Sebagaimana yang sudah dipaparkan di dalam latar belakang 
masalah, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Imbauan penundaan kehamilan pada saat pandemi virus korona oleh 
Kepala BKKBN Pusat. 
2. Pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengenai 
imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi oleh Kepala BKKBN 
Pusat.  
 


































3. Pendapat Bidan tentang imbauan penundaan kehamilan di masa 
pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat. 
4. Analisis maqa<s}id al-shari<‘ah terhadap pandangan Perwakilan BKKBN 
Provinsi Jawa Timur tentang imbauan penundaan kehamilan di masa 
pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Usaha untuk menetapkan batasan masalah penelitian dari penelitian 
yang diangkat yang biasa disebut Pembatasan Masalah, berguna dalam 
mengidentifikasi beberapa faktor yang tidak masuk ke dalam ruang lingkup 
dari permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memberi batasan 
sebagai berikut : 
1. Pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengenai 
imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi oleh Kepala BKKBN 
Pusat. 
2. Analisis maqa<s}id al-shari<‘ah terhadap pandangan Perwakilan BKKBN 
Provinsi Jawa Timur tentang imbauan penundaan kehamilan di masa 







































D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 
mengenai Imbauan Penundaan Kehamilan di Masa Pandemi Virs 
Korona oleh Kepala BKKBN Pusat ?. 
2. Bagaimana Analisis Maqa<s}id al-Shari<‘ah terhadap Pandangan 
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang Imbauan Penundaan 
Kehamilan di Masa Pandemi Virus Korona oleh Kepala BKKBN Pusat 
?. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan kegiatan menarik perbedaan yang 
mendasar untuk mendapatkan gambaran topik atau isi yang akan diteliti 
dengan penelitian yang sama dari penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. 
Dari kajian ustaka ini, diharapkan pembahasan yang ada di dalam skripsi 
penulis mengulang materi atau topik secara mutlak. Setelah peneliti 
melakukan pencarian, beberapa skripsi yang membahas tentang penundaan 
kehamilan, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Skripsi yang disusun oleh Amin Wijayanto, mahasiswa Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul skripsi ‚Penundaan 
Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia 
Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam‛. Penelitian tersebut memembahas 
tentang anjuran menunda hamil dengan memakai alat kontrasepsi 
 


































untuk pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya diusia 
dini.  
Jadi, perbedaan dalam penelitian ini adalah dari subjek dan juga objek 
penelitiannya. Subjek dan objek dari penelitiannya.  
Sedangkan penelitian dari penulis subjeknya langsung bersumber dari 
yang bersangkutan (Imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi 
virus korona oleh  Kepala BKKBN Pusat dan wawancara Perwakilan 
BKKBN Provinsi Jawa Timur, di Kota Surabaya), sedangkan objeknya 
yaitu penundaan kehamilan pada saat pandemi virus korona 
berlangsung. 
2. Skripsi yang disusun oleh Soffi Nor Ayu Ida Saputri, mahasiswi  
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika dengan judul 
skripsil ‚Konseling Kesehatan Pra Nikah terhadap Minat Penundaan 
Kehamilan Beresiko pada Pasangan Usia Subur di bawah 20 Tahun‛. 
Penelitian tersebut berfokus pada masalah konseling kesehatannya, dan 
penelitian tersebut bersifat sampling dan pendataan terkait dengan 
masalah yang diangkat.  
Perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada teorinya, skripsi 
tersebut menggunakan pandangan konseling kesehatan dan yang 
menganalisis tentang peminat penundaan kehamilan pada PUS yang 
sangat beresiko. Sedangkan penulis menggunakan teori maqa<s}id al-
shari<‘ah dengan objek penelitian yang berbeda pula yaitu tentang 
penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona. 
 


































3. Skripsi yang disusun oleh Latifah Hanun, mahasiswi Universitas Islam 
Negeri Imam Bonjol dengan judul skripsi ‚PENUNDAAN 
KEHAMILAN SETELAH TERJADINYA PERNIKAHAN 
MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kanagarian Talang 
Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok). Skripsi 
tersebut membahas tentang fenomena yang ada di daerah tertentu 
dengan masalah penelitian penundaan kehamilan setelah akad nikah. 
Subjek dari penelitian tersebut ialah dari wawancara orang di daerah 
yang terdapat fenomena tersebut, sedangkan objek penelitiannya 
adalah fenomena penundaan kehamilan setelah pernikahan yang terjadi 
di daerah tertentu. Penelitian tersebut juga menggunakan teori hukum 
islam dalam meneliti. 
Perbedaan dari skripsi yang diangkat oleh penulis ada pada subjek, 
objek, dan teori yang digunakan. Subjek penelitian penulis berdasarkan 
dari wawancara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sedangkan 
objek penelitiannya adalah imbauan penundaan kehamilan di masa 
pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat, tentu berbeda 
karena imbauan penundaan kehamilan ini dikarenakan keadaan 
pandemi dan dengan tujuan kesehatan. Dan penelitian ini juga 
menggunakan teori atau pandangan dari maqa<s}id al-shari<‘ah yang mana 
melihat dari tujuan atau manfaat imbauan tersebut dibuat. 
 
 


































F. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penulisan masalah ini, antara lain: 
1. Untuk mengetahui pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 
Timur mengenai imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi oleh 
Kepala BKKBN Pusat. 
2. Untuk mengetahui analisis maqa<s}id al-shari<‘ah terhadap pandangan 
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang imbauan penundaan 
kehamilan di masa pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat. 
 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberi manfaat yang 
sekurang-kurangnya sebagai berikut: 
1. Secara teoristis 
Diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada pembaca 
dan khususnya kepada mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Islam 
terkait dengan masalah imbauan penundaan kehamilan pada saat 
pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat. 
2. Secara praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan juga 
pengetahuan tentang analisis maqa<s}id al-shari<‘ah terhadap terhadap 
pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang imbauan 
penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona oleh Kepala 
 


































BKKBN Pusat, sehingga dapat menjadi kontribusi pemkiran dalam 
memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas terkait dengan 
masalah tersebut. 
 
H. Definisi Operasional 
Agar terhindar dari kerancauan tafsiran istilah yang dipakai pada 
penelitian dengan judul ‚Analisis Maqa<s}id al-Shari<‘ah terhadap pandangan 
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang imbauan penundaan 
kehamilan di masa pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat‛, perlu 
dijelaskan definisi operasionalnya untuk memperoleh penafsiran atau 
penjelasan yang jelas dan juga batasan-batasan yang tegas terhadap 
permasalahannya, yaitu: 
1. Maqa<s}id al-Shari<‘ah: merupakan tujuan dari dibentuknya hukum 
islam, yang mana terdapat tingkatannya antara lain d}aru>riya>t 
(kebutuhan primer) dan h}a>jiya>t (kebutuhan sekunder). Dan 
mempunyai maslahah yang harus dijaga antara lain memelihara jiwa 
(hifz al-nafs) dan memelihara keturunan (hifz al-nasl). 
2. Penundaan Kehamilan: dari kata ‚penundaan‛ mempunyai arti yaitu 
perbuatan menunda. Sedangkan arti kata ‚hamil‛ sendiri adalah 
mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh 
spermatozoa. Jadi penundaan kehamilan merupakan sebuah tindakan 
 


































menunda kehamilan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan atau 
keadaan tertentu. 
3. Pandemi Virus Korona: dikatakan pandemi apabila suatu penyakit 
terebut sudah menyebar secara global meliputi area geografis yang 
luas atau dengan arti lain penyakit itu sudah menyebar di berbagai 
negara di dunia. Pandemi bukan diukur dari seberapa parahnya suatu 
penyakit atau berapa banyak korban, namun pandemi hanya 
berhubungan dengan penyebarannya saja. Sedangkan virus korona 
atau covid-19 ini sudah mewabah sejak tahun 2019 akhir dan 
penyebaran awal di Negara China. Virus tersebut menyerang sistem 
kekebalan tubuh manusia, penularannya melalui percikan ludah atau 
droplet pada saat batuk, bersin, dan saat berbicara. Antisipasi 
penularan virus korona antara lain melakukan fisical distancing (tidak 
bersentuhan dengan orang yang sakit maupun dengan orang yang 
sehat), senantiasa memakai masker apabila keluar rumah, membawa 
hand sanitaizer, dan lebih baik stay at home bila tidak ada keperluan 
mendesak. Jadi, pandemi virus korona adalah sebuah wabah penyakit 
menular yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan sudah tersebar 







































I. Metode Penelitian 
Supaya terciptanya penulisan skripsi yang sistemastis, baik, dan 
benar. Maka dari itu, penulis perlu menjelaskan mengenai metode penelitian 
apa yang dipakai. Penjelasannya sebagai berikut: 
1. Data yang dikumpulkan 
Dari  latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat oleh 
penulis, maka data yang diperlukan penulis untuk menjawab rumusan 
masalah tersebut antara lain: 
a. Data tentang imbauan penundaan kehamilan pada saat pandemi 
virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat. 
b. Data tentang pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 
Timur tentang imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi 
virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat. 
c. Data yang terkait dengan imbauan penundaan kehamilan yang 
dianalisis dengan maqa<s}id al-shari<‘ah. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek 
penelitian atau datanya langsung kepada subjeknya sebagai informasi 
yang dicari. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh antara lain: 
a. Sumber primer 
1) YouTube (BKKBN OFFICIAL), judul ‚Tunda Kehamilan 
pada Masa Covid-19‛. 
 


































2) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Bapak Totok 
Akbar Sriyudianto, S.Sos., M.Si. sebagai Sub Koordinator 
Program dan Kerjasama, bidang Latbang Perwakilan BKKBN 
Provinsi Jawa Timur. 
b. Sumber sekunder 
Sedangkan sumber sekunder di dalam penelitian merupakan 
sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam 
melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan 
terkait dengan penelitian yang sedang diteliti, sumber sekunder 
ini antara lain buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen tentang 
penelitian. Diantaranya sebagai berikut: 
1) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman bagi 
ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir di era 
pandemi covid-19 (revisi1). 
2) Ahmad Sarwat, LC., MA., Maqashid Syari’ah. 
3)  Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat 
Nasution, Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari’ah. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis melakukan 
dengan beberapa cara. Antara lain: 
1. Interview/wawancara 
Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh 
pewawancara dan informan. Wawancara ini bertujuan untuk 
 


































memperoleh informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan 
peneliti. Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara dengan 
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, yang berkantor di 
Kota Surabaya. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi ialah suatu kegiatan mengumpulkan data-data 
kualitatif yang berisikan beberapa fakta mengenai dengan objek 
yang sedang diteliti, yang mana data-data tersebut tersimpan 
dalam beberapa bentuk buku, jurnal, dan dokumen-dokumen 
yang sudah dijelaskan di dalam sumber penelitian. 
3. Teknis Pengolahan Data 
a. Editing 
Kegiatan editing dalam penelitian ini adalah memeriksa 
kembali yang dikumpulkan. Peneliti memeriksa kembali data 
yang didapatkan buku-buku atau jurnal-jurnal yang menjelaskan 
mengenai pengertian, macam-macam, dan tajrih maqa<s}id al-
shari<‘ah yang selanjutnya diedit dan dikaitkan sesuai dengan 
teori maqa<s}id al-shari<‘ah. Supaya dapat menganalisis masalah 
tentang imbauan penundaan kehamilan pada saat pandemi virus 
korona. 
b. Organizing 
Teknis ini merupakan penyusunan dan mengatur data dengan 
baik dan benar, sehingga dapat menggambarkan isi dari 
 


































rumusan masalah. Penulis menyusun data mengenai pandangan 
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang  imbauan 
penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona oleh 
Kepala BKKBN Pusat. 
c. Analizing  
Kegiatan menganalisis data menggunakan teori maqa<s}id al-
shari<‘ah pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 
tentang  imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus 
korona oleh Kepala BKKBN Pusat, supaya penulis 
mendapatkan kesimpulan terakhir yang akan dijadikan jawaban 
dari permasalahan-permasalahan yang dipertanyakan. 
4. Teknis Analisis Data 
Dalam proses merangkai penelitian ini, penulis memilih metode 
penelitian kualitatif. Yang mana metode tersebut merupakan suatu 
prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif analisis yang 
diperoleh dari wawancara dan beberapa sumber-sumber tertulis.  
Sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif, 
yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data-data dari 
pandangan-pandangan kemudian dianalisis menggunakan maqa<s}id al-






































J. Sistematika Pembahasan 
Supaya mendapatkan kemudahan untuk bisa memahami gambaran 
atau kerangka penelitian secara keseluruhan, maka diperlukan sistematika 
pembahasan yang berisikan sub bab-sub bab dengan dicantumkan 
sistematika penulisan penelitiannya. Penelitian ini terdiri dari lima bab, 
dengan beberapa dari sub bab-sub bab, yang mana masing-masing dari bab 
memiliki keterkaitan dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya 
antara lain: 
Bab pertama pendahuluan, berisikan beberapa sub bab diantaranya 
adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 
defisinisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua masuk ke dalam pembahasan, berisi tentang kajian 
teoristis tentang maqa<s}id al-shari<‘ah. Yang mana memuat pengertian 
maqa<s}id al-shari<‘ah, dasar hukum maqa<s}id al-shari<‘ah, klarifikasi maqa<s}id al-
shari<‘ah. 
Bab ketiga, berisi tentang informasi sekilas mengenai BKKBN, isi 
dari imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona yang 
disampaikan oleh Kepala BKKBN Pusat melalui media sosial, hasil 
wawancara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terkait dengan 
imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus korona oleh Kepala 
BKKBN Pusat dan juga hasil wawancara penulis kepada Bidan. 
 


































Bab keempat, dalam bab keempat memuat tentang analisis pendapat 
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terhadap imbauan penundaan 
kehamilan di masa pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat dan 
analisis maqa<s}id al-shari<‘ah terhadap pandangan Perwakilan BKKBN 
Provinsi Jawa Timur tentang  imbauan penundaan kehamilan di masa 
pandemi virus korona oleh Kepala BKKBN Pusat. 
Bab kelima, merupakan bab terakhir dan penutup yang memuat 
tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan penelitian dan ditutup 
dengan saran. 
 



































TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP MAQA<S{ID AL-SHARI<‘AH 
DAN PENUNDAAN KEHAMILAN DALAM AGAMA ISLAM 
 
A. Maqa<s}id al-Shari<‘ah 
1. Pengertian Maqa<s}id al-Shari<‘ah 
Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah 
SWT saja, tetapi juga mengatur berbagai bidang di dalam aspek 
kehidupan manusia, antara lain adalah bidang politik, budaya, politik, 
sosial, dan juga hukum yang berpatokan pada dasar Al Qur’an dan 
Hadis. Hukum islam dalam perspektif agama islam bukan sebatas 
hukum normatif yang hanya mengatur tingkah laku manusia dan wajib 
ditaati. Tetapi hukum islam ada beberapa kategori di antaranya adalah 
KHI (Kompilasi Hukum Islam), Us{u<l Fiqih, dan pendapat dari beberapa 
pendapat Imam Mazhab.  
Dan sumber dari itu semua adalah Al Qur’an dan Hadis yang di 
dalamnya terdapat bermacam-macam peraturan hukum syariah yang 
merujuk kepada kepentingan umat manusia, salah satunya ialah terdapat 
di dalam jenis-jenis maqa<s}id al-shari<‘ah.14 Secara etimologi atau bahasa, 
 (maqa<s}id al-shari<‘ah) merupakan istilah gabungan dari dua 
                                                          
14
 Faidzatus Sa’adah, ‚Analisis Maqashid al-Syari’ah terhadap 24 Indikator dalam Peraturan 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013‛ (Skripsi-UIN 
Sunan Ampel, Surabaya, 2020),  37. 
 


































kata, antara lain (maqa<s}id) dan  (al-shari<‘ah).15 Kata 
maqa<s}id merupakan bentuk jama’ dari maqs}ad atau  (qas}d) 
yang artinya adalah tujuan.
16
  
Menurut ibn al-Manzhur, maqa<s}id secara bahasa mempunyai 
beberapa arti, antara lain yaitu al-i‘timad ( ) artinya sesuatu yang 
menjadi tumpuan dan istiqa>matu at-tari>q ( ) artinya 
keteguhan pada satu jalan
17. Sebagai contoh firman Allah SWT yang 
menjelaskan tentang ajakan kepada manusia untuk ke jalan yang lurus, 
sebagaimana terdapat pada QS. An-Nahl [16]:9 yang berbunyi: 
ْ  ۗ﴿٩﴾
Artinya: ‚Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, 
dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia 






Selain itu, kata maqa<s}id ini juga bermakna keadilan (al-‘adl)  dan 
mengambil jalan tengah. Berdasarkan makna maqa<s}id yang sudah 
disebutkan, maqa<s}id  merupakan sesuatu yang penuh dengan 
                                                          
15
 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evaluasi Maqasid Al -Shari‘ah 
dari Konsep ke pendekatan (Yogyakarta: LKIS, 2010), 178. 
16
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008),  231. 
17
 Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, t.t. ), 13. 
18
 Al-Qur’an, 16:9. 
 






































Sedangkan al-shari<‘ah sendiri sejatinya sering disebut dengan 
hukum Allah,
20
 namun menurut etimologi ialah jalan ke arah sumber 
pokok kehidupan atau menuju ke  sumber air. Yang mana isi kandungan 
kata shari<‘ah dan air saling mempunyai keterkaitan, maksud dari 
keterkaitan tersebut adalah dari segi cara dan tujuan. Shari<‘ah ialah cara 
atau jalan, sedangkan air merupakan sesuatu yang akan dituju.
21
 
Keduanya mempunyai keterkaitan dengan memberikan 
penegasan terhadap pentingnya syariat dalam mendapatkan suatu hal 
yang sangat penting, diibaratkan suatu kebutuhan pokok yang 
diumpamakan air dan air tersebut adalah unsur yang paling penting 
dalam kehidupan manusia.
22
 Kata shari<‘ah berdasarkan firman Allah 
SWT di dalam Al Qur’an surah al-Jaatsiyah [45]: 18 : 
 
Artinya:‛ Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu 
syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat 





                                                          
19
 Ms 4, 7 
20
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh…, 231. 
21
 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Al-Syari’ah Menurut al-Syatibi (Jakarta:PT Raja Grafindo 




 al-Qur’an, 45:18. 
 


































Dari penjelasan sebelumnya, bisa diambil kesimpulan bahwa 
maqa<s}id al-shari<‘ah secara terminologi yaitu tujuan atau rahasia atau 
makna-makna Allah SWT dan Rasul-Nya dalam urusan membuat hukum 
islam, juga bisa diartikan asas yang memnetapkan suatu hukum terlebih 
dalam hukum islam untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan mengenai 
permasalahan yang akan muncul di masyarakat
24
. Menurut Imam Al-
Ghazali, maqa<s}id al-shari<‘ah merupakan upaya mendasar untuk bertahan 
hidup, menahan, dan menolak segala penyebab kerusakan atau 
kecemasan dan mendorong terjadinya kesejahteraan manusia.
25
 
Sedangkan menurut Ahmad al-Raysuni, maqa<s}id al-shari<‘ah 
merupakan suatu tujuan yang sudah ditetapkan oleh syariat untuk 
kemaslahatan umat manusia.
26
 Kesimpulannya adalah maqa<s}id al-
shari<‘ah merupakan sebuah mas}lah}ah (kebaikan). Yang mana mas}lah}ah 
sendiri menurut etimologi artinya manfaat, sedangkan mas}lah}ah 
menurut terminologi yaitu semua usaha yang dilakukan atau 
dilaksanakan dapat mengambil manfaat dan pastinya menolak 





                                                          
24
 Jaser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Appoach. (London: 
International Institute of Islamic Thought (IIIT), t.t), 1. 
25
 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid 
Al-Shariah (Jakarta: PT. Adhitiya Andrebina Agung, 2014), 43. 
26
 Ibid., 43. 
27
 Natasya Nur Fadilah, Perspektif Maqasid al-Syari’ah dan Vicarious Liability pada Putusan No. 
203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang Jual Beli Kosmetik Ilegal  (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2020), 26. 
 


































2. Hakikat Maqa<s}id al-Shari<‘ah 
Maqa<s}id al-Shari<‘ah memiliki hakikat kuat terhadap Al Qur’an 
maupun Hadis Nabi Muhammad SAW yang di dalam nashnya 
menegaskan tujuannya, nilai-nilai, ‘illat, dan hikmah yang terkandung di 
dalamnya, semua itu merupakan maslahat dibalik penetapan hukum. 
Adapun bentuk dari maslahat itu sendiri dibagi menjadi 2, antara lain: 
a) ) ) Mendatangkan manfaat kepada umat manusia.  
b)  Menghindari kemudharatan.28 
3. Tingkatan Maqa<s}id al-Shari<‘ah 
 Untuk dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia 
serta di akhirat, ada 5 unsur pokok yang harus diwujudkan dan 
dipelihara. Antara lain adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
Lima kebutuhan pokok tersebut dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, 
antara lain  d{aru>riy>at, h}a>jiya>t, dan tah}si>niya>t.  
a. Ditinjau dari segi tingkat kekuatannya 
1) D{aru>riy>at  ( ) 
D{aru>riy>at sering dikenal sebagai kebutuhan primer atau 
kemaslahatan primer, dalam arti yang sebenarnya mempunyai 
arti bahwa kemaslahatan ini untuk memelihara 5 pokok 
maqa<s}id al-shari<‘ah yang bersifat mutlak keberadaannya agar 
                                                          
28
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2011), 222. 
 


































tercapainya keselamatan di dunia maupun di dalam agama. 
Lima pokok d}aru>riy>at itu antara lain memelihara agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok yang sudah 
disebutkan sebelumnya ialah suatu hal yang mutlak dan harus 
ada pada manusia. Jika kelima unsur tersebut ada yang tidak 
dilakukan maka akan timbul kekacauan yang mengancam 
kehidupan umat manusia, dan apabila manusia tetap tidak 




2) H}a>jiya>t ( ) 
H}a>jiya>t sering disebut dalam Bahasa Indonesia adalah 
kebutuhan sekunder atau kedua, yang mana kebutuhan ini 
dibutuhkan oleh manusia namun bukan untuk memlihara 
kebutuhan pokok, melainkan untuk mengurangi bahkan 
menghilangkan kesulitan-kesulitan atau kekhawatiran dalam 
menjaga kelima kebutuhan pokok. Prinsip utama kebutuhan 




3) Tah}si>niya>t  ( ) 
                                                          
29
 Ibid., 223. 
30
 Izomiddin, Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Prenada Media, 2018), 88  
 


































Tah}si>niya>t merupakan tingkatan ketiga yang disebut dengan 
kemaslahatan tersier. Arti yang sebenarnya dari tah}si>niya>t ini 
adalah cara menetapkan serta menggapai kepatutan untuk 
urusan kebiasaan hidup manusia dalam menjaga dan 
memelihara kelima pokok maqa<s}id al-shari<‘ah. Dalam maksud 
lain, apabila kebutuhan tersier ini tidak terpenuhi atau tidak 
tercapai, tidak akan mendapatkan kesulitan atau kesukaran 
dalam hidupnya, namun mereka dianggap sebagai menyalahi 
nilai-nilai dari kepatutan dan tidak tercapai taraf 
kehidupannya yang bermartabat. Tujuan di dalam tah}si>niya>t 
ini, awalnya tidak menimbulkan hukum wajib untuk perbuatan 
yang disuruh dan juga tidak menimbulkan hukum haram bagi 
perbuatan yang dilarang, yang mana berlaku pada dua 
tingkatan yang lainnya. Jadi, segala perbuatan untuk 




b. Dilihat dari segi pemeliharaannya. 
1) Hifzun al-di>n (memelihara agama) 
 Menjaga hak kebebasan merupakan salah satu ajaran yang 
ada di dalam agama islam, baik itu kebebasan dalam hal 
keyakinan ataupun ibadah. Seorang pemeluk agama berhak atas 
keyakinannya dan juga mazhab yang dianutnya, serta tidak 
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diperbolehkan memaksa meninggalkan agamanya dan 
mempercayai agama islam.
32
 Allah SWT berfirman dalam Al 







Artinya: ‚Mereka bertanya kepadamu tentang berperang 
pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan 
itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari 
jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) 
Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari 
sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan 
berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. 
Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai 
mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu 
(kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. 
Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, 
lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang 
sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka 




 Hifzun al-di>n dalam tingkatan d}aru>riy>at ialah memelihara 
agama dalam arti melaksanakan kewajiban keagamaan yang 
masuk di dalam kebutuhan primer seperti sholat lima waktu, 
apabila hal tersebut tidak terlaksana maka eksitensi agamanya 
akan terancam. Sedangkan pada tingkatan ha>jiya>t, dalam hal ini 
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yang dimaksud adalah untuk menghindari kesulitan jika tidak 
dilaksanakan maka agama tidak akan terancam, tetapi akan 
mendapatkan kesulitan (berlaku hukum ruksah), contohnya 
adalah melaksanakan sholat jamak dan qasar bagi musafir. Dan 
pada tingkatan tah}si>niya>t, lebih kepada penunjang tingginya 
adab atau martabat manusia pada saat sholat, contohnya adalah 
memakai pakaian yang bagus dan menghindari doa-doa yang 
tidak jelas sumbernya darimana.  
2) Hifzun al-nafs (memelihara jiwa) 
 Islam sangat memperhatikan hak hidup, bahkan hak hidup 
ini di dalam Al Qur’an sangat disucikan dan juga dilarang bagi 
siapapun untuk menghilangkan kemuliaannya. Allah SWT 







Artinya: ‚Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang 
diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah 
kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat 
baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah 
kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 
kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan 
kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati 
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di 
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu 
 


































membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) 
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian 





 Hifzun al-nafs dalam perspektif tingkatan d}aru>riy>at yaitu 
apabila tidak dilaksanakan maka berakibat pada terancamnya 
jiwa atau nyawa manusia, contohnya adalah membeli 
kebutuhan pokok untuk makan supaya dapat melangsungkan 
kehidupan. Sedangkan dalam pandangan ha>jiya>t, apabila tidak 
dilaksanakan maka dalam menjaga jiwa akan mendapatkan 
kesulitan namun tidak sampai mengancam jiwa atau nyawa 
manusia, contohnya adalah diperbolehkannya berburu untuk 
bisa menikmati makanan hingga minuman yang enak. Dalam 
tah}si>niya>t sendiri, lebih fokus kepada perilaku atau etika yang 
baik, apabila tidak melaksanakan tidak akan berakibat 
terancamnya jiwa seseorang, contohnya dalam melakukan 
makan atau minum ada tata caranya. 
3) Hifzun al-‘aql (memelihara akal) 
 Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna 
di muka bumi, karena manusia diberikan akal oleh Allah SWT. 
Sebagai sumber pengetahuan dan alat untuk kebahagiaan di 
dunia dan di akhirat, melalui akal pula manusia dipilih untuk 
menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi. Akal akan 
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mengantarkan manusia dalam mendapatkan nikmat membuka 
cakrawala kehidupan. 
 Dengan adanya akal di dalam manusia, manusia dapat 
membedakan mana yang baik dan buruk, memiliki petunjuk 
untuk untuk menuju kepada pencipta-Nya, menyembah ataupun 
menaati-Nya, membenarkan para utusan Allah (Nabi) untuk 
mempercayai akan perantara apa yang diperintahkan oleh Allah 
kepada manusia yang ada di bumi.
35
 
 Tanpa adanya akal, manusia tidak akan menjadi pilihan 
Allah SWT untuk mendapatkan kemuliaan, namun dengan akal 
juga manusia akan menerima tanggung jawab besar atas segala 
yang diperbuatnya dan juga mengantarkan manusia kepada 
surga atau siksa.  
 Maka dari itu, islam mengajarkan dan memerintahkan 
untuk senantiasa menjaga akal, supaya mendapatkan 
kemaslahatan agar bisa menjadi fondasi kehidupan yang 
dijalani oleh manusia. Yaitu dengan menjaga agama, menjaga 
jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. 
 Hifzun al-‘aql dalam tingkatan daruriyat apabila tidak 
dikerjakan akan berakibat fatal atau akal manusia akan 
terancam, misalnya menghindari minuman beralkohol yang 
menyebabkan mabuk. Sedangkan dalam hal ha>jiya>t, apabila 
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tidak dilaksanakan ekstitensi akal manusia tidak akan terancam 
rusak namun manusia akan mendapatkan kesulitan. Contohnya 
adalah menuntut ilmu pengetahuan, manusia akan mengalami 
kesulitan hidup di dunia jika dalam hidupnya tidak memiliki 
ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam tingkatan tah}si>niya>t,  bila 
tidak dilaksanakan akan mempengaruhi perilaku dari manusia 
itu sendiri, misalnya menghindari yang namanya halusinasi atau 
mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. 
4) Hifzun al-nasl (memelihara keturunan) 
 Memelihara keturunan dalam tingkatan daruriyat ialah 
apabila tidak dilaksanakan, maka dapat terancam eksistensi 
daripada keturunannya. Misalnya, agama islam mensyariatkan 
menikah dahulu dan melarang adanya zina. Yang kedua adalah 
tingkatan ha>jiya>t  contohnya adalah suami menyebutkan mahar 
pada saat akad nikah berlangsung dan juga diberikan pula hak 
talak kepada suami dan hak khulu’ kepada istri. Sedangkan 
ditingkatan tah}si>niya>t, apabila tidak dilaksanakan tidak akan 
mengancam daripada hifzun al-nasl dan juga tidak akan 
mendapatkan kesulitan, misalnya ialah disyariatkan 




5) Hifzun al-ma>l (memelihara harta) 
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 Di dalam hidup manusia, tidak terlepas yang namanya 
harta, manusia di bumi berlomba-lomba mencari yang namanya 
harta untuk bisa menjaga kelangsungan hidupnya dan juga bisa 
menikmati dalam hal materi. Al kahfi 46 
ْ ۗ
﴿٦٤﴾
Artinya: ‚Harta dan anak-anak adalah perhiasan 
kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi 
saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta 




 Namun, semua motivasi untuk mencari harta ini dibatasi 
3 syarat, antara lain mengumpulkan harta secara halal, digunakan 
atau dimanfaatkan dalam hal-hal yang baik (halal), dan dari harta 
yang didapat harus mengeluarkan hak Allah untuk masyarakat 
tempat dia hidup. Setelah itu, manusia baru bisa menikmati harta 
tersebut sesuka hatinya, namun tanpa didasari oleh 
pemborosan.
38





Artinya: ‚Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang 
indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, 
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dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 




 Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara 
bekerja dan mewaris. Karena Allah SWT melarang seseorang 
untuk memakan harta orang lain dengan cara batil.
40
 Dalam Al 
Qur’an surah Al Baqarah ayat 188 Allah berfirman: 
﴿٨١١﴾ 
Artinya: ‚Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 
bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 




 Allah SWT juga mengharamkan manusia untuk memakan 
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Artinya: ‚(275) Orang-orang yang makan (mengambil) 
riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 
orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya 
jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya.‛  
‚(276) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan 
sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 




 Dalam tingkatan daruriyat, memelihara harta menjadi hal 
yang primer atau kebutuhan utama, apabila ini tidak 
dilaksanakan maka eksistensi dari harta akan kacau atau 
terancam, contohnya adanya syariat untuk mengatur tatacara 
kepemilikan harta dan adanya larangan mengambil harta orang 
lain. Sedangkan dari perspektif ha>jiya>t, contohnya adalah 
disyariatkannya jual beli dengan cara salam. yang terakhir adalah 
tah}si>niya>t, bila tidak dilaksanakan tidak akan mengakibatkan 
terancam ataupun mendapatkan kesulitan. Contohnya adalah 
adanya ketentuan supaya dapat menghindari dari transaksi yang 
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terdapat unsur dari Gharar. Karena harta yang baik pasti berasal 
dari tangan-tangan orang yang cara memiliki atau mengolah 
hartanya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama. 
4. Urgensi Maqa<s}id al-Shari<‘ah 
 Maqa<s}id al-Shari<‘ah mempunyai peranan penting terhadap proses 
pembentukan hukum, oleh karena itu Prof. De. Muhaammad Az Zuhaili 
dalam kitabnya menyebutkan bahwa maqa<s}id al-shari<‘ah ada beberapa 
faedah yang dapat diambil diantaranya:
43
 
a) Maqa<s}id al-Shari<‘ah dapat membantu mengetahui hukum-hukum 
yang bersifat umum (kulliyah) maupun persial (juz’iyyah). 
b) Membantu memahami nusus shar’i secara benar dalam tataran 
praktek. 
c) Membatasi makna lafadz yang dimaksud  (madlul al alfaz) secara 
benar, karena nash-nash yang berkait dengan dengan hukum sangat 
variatif baik lafadz maupun makna. 
d) Kembali lagi kepada maqa<s}id al-shari<‘ah  yang mana tidak terdapat 
dalil pasti di Al Qur’an dan as-Sunnah pada masalah-masalah 
kontemporer sehingga para mujtahid merujuk ke maqa<s}id al-shari<‘ah 
dalam istinbath hukum setelah mengkombinasikan dengan qiyas, 
ijtihsan, istislah, dan lain-lain. 
e) Maqa<s}id al-Shari<‘ah membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah 
hukum yang terkaitdengan perbuatan manusia (iaf’al mukallafin) 
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sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi 
masyarakat tersebut. 
 
B. Menunda Kehamilan 
1. Konsep Menunda Hamil dalam Pandangan Islam 
 Dalam agama islam, konsep menunda kehamilan bukanlah suatu 
kejadian yang baru, karena usaha untuk menunda kehamilan sudah ada 
sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang biasa dikenal sebagai al-azl. 
Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabbir,  
‚Kami melakukan al-azl pada masa Nabi Muhammad SAW, 
sedangkan ayat Al Qur’an masih diturunkan‛ (HR. Bukhari). 
Sedangkan dalam riwayat Muslim dari Jabbir, ‚Kami pernah 
melakukan al-azl di masa Rasulullah SAW, kemudian berita itu 





 Secara bahasa, Al-Azl berasal dari kata a’zalay-a’zilu-a’zlan 
(menyingkirkan atau memisahkan). Sedangkan dalam arti istilah, al-
a’zal diartikan dengan sesuatu usaha untuk membuang sel sperma di 
luar rahim pada saat ejakulasi. Tokoh yang bernama Wahbah al-
Zuhaili, memberikan penjelasan sederhana tentang makna a’zl yaitu. 
Usaha mengeluarkan sperma di luar vagina. Dengan demikian a’zl 
ialah upaya dari suami untuk mengeluarkan air spermanya di luar 
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daripada rahim atau vagina istrinya, supaya bisa menunda kehamilan 
karena tidak terjadi pembuahan.
45
 
 Perbuatan menunda kehamilan, dilakukan oleh mayoritas 
pasangan perkawinan yang mana ada faktor-faktor yang 
melatarbelakangi dibalik perbuatan itu semua. Menurut Thariq al-
Thawiri faktor-faktor tersebut antara lain: 
a. Karena faktor fisik, atau untuk menjaga kondisi kesehatan istri. 
Faktor tersebut biasanya dialami oleh pasangan suami istri dini, 
yang apabila istrinya hamil dikhawatirkan istrinya tidak kuat 
menahan sakit atau tidak kuat menjaga tubuhnya disaat hamil 
dan itu bisa berdampak pada calon bayinya juga. 
b. dikarenakan paradigma normatif agama. Maksudnya adalah 
apabila pasangan suami istri tersebut hamil dan pada saat itu 
mereka tanpa dibekali ilmu atau kesiapan yang cukup matang, 
ditakutkan pasutri tidak bisa memberi pendidikan yang baik 
untuk dan sesuai dengan tuntunan agama. Maka dari itu, suami 
istri lebih memilih untuk menunda dulu kehamilannya sampai 
persiapan dan juga ilmu mereka sudah siap, hal tersebut 
dilakukan agar mereka bisa menghindari dosa agama. 
c. Faktor dalam mempertimbangkan seorang istri di masa atau fase 
menyusui. Dikhawatirkan jika terjadi kehamilan, akan berbahaya 
bagi anak yang sedang membutuhkan ASI (air susu ibu).
46
 






































d. Tidak menginginkan hamba sahaya perempuan mempunyai 
keturunan dari hasil darah daging majikannya. 
e. Faktor keadaan darurat. Berkaitan dengan kondisi istri jika hamil 
dikhawatirkan semakin melemah kondisi fisik dari istri bahkan 
bisa sampai meninggal. 
f. Ovulasi atau kondisi kesuburan istri, sehingga menuntut 




2. Menunda Kehamilan dalam Pandangan Undang-Undang 
Menunda kehamilan sendiri diartikan dengan usaha yang 
dilakukan pasangan suami istri dengan sengaja dengan tujuan 
menghalangi atau membatalkan terjadinya proses penyatuan antara sel 
sperma dan sel telur (konsepsi) di dalam rahim agar tidak terjadi 
pembuahan, yang mana akan mengakibatkan tertundanya kehamilan 
istri. Dalam teknisnya, tata cara menunda hamil bagi para pasangan 
mempunyai penyebutan atau ungkapan bahasa yang berbeda-beda. 
Menurut perspektif ajaran islam, menunda kehamilan biasa disebut 
dengan istilah a’zl, namun regulasi dari peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia menuliskan istilah menunda kehamilan 
dengan sebutan kontrasepsi. Sedangkan bentuk institusi resmi yang 
bertujuan untuk menunda kehamilan, melakukan perencanaan 
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pendampingan, dan memandu penggunaan alat kontrasepsi disebut 
dengan istilah Keluarga Berencana (KB). 
Menurut Harnawatiajh, kontrasepsi merupakan suatu usaha atau 
cara mencegah kehamilan dengan tujuan merencanakan jumlah anak, 
menjarangkan kehamilan, dan meningkatkan keluarga dengan 
merencanakan perhatian dan pendidikan yang baik juga maksimal 
kepada anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Inonesia, kontrasepsi 
memiliki arti cara untuk mencegah kehamilan (dengan menggunakan 
alat atau obat pencegah kehamilan, seperti spiral, kondom, pil 
antihamil). 
Jadi, pengertian dari kontrasepsi ialah suatu usaha dari pasangan 
suami istri untuk melawan atau menghindari terjadinya kehamilan 
dengan menggunakan alat pencegah kehamilan. Ada beberapa alat 
kontrasepsi antara lain kondom atau obat pencegahan kehamilan, yang 
bekerja agar tidak terjadi ovulasi atau kesuburan, melumpuhkan sel 
sperma, dan menghalangi sel sperma, sehingga efektifitas keberhasilan 





3. Status Hukum dalam Kalangan Ulama 
 


































Dalam status hukumnya, para ulama berbeda pendapat terkait 
dengan hukum a’zl, berikut adalah beberapa status hukum syari 
mengenai penundaan kehamilan: 
a. Mubah Mutlak 
Mubah mutlak berarti bisa memilih salah satu, antara 
melaksanakannya atau meninggalkannya tanpa disertai dengan 
alasan (mutlak), karena oleh syarak  sudah memberikan izin 
untuk melaksanakan atau sebaliknya.
48
 Mayoritas pendapat 
tersebut dipegang oleh ulama mazhab Syafi’iyah juga termasuk 
Imam Ghazali, hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan 
oleh Jabir r.a,  
 
‚Kami pernah melakukan perbuatan a’zl pada masa 
Rasulullah SAW ketika Al Qur’an diturunkan, seandainya 
apabila perbuatan kami itu dilarang, niscaya ada sebagaian 





b. Mubah Muqayad 
Mubah muqayad  merupakan ketetapan dari syarak yang 
memperbolehkan sesuatu perbuatan dengan catatan ada  
persyaratan tertentu dan meninggalkan semuanya. Ulama-ulama 
lain memberikan status hukum mubah muqayad  terhadap kasus 
penundaan hamil tersebut, maksudnya adalah diperbolehkan 
apabila ada pasangan suami istri menunda kehamilannya akan 








































tetapi harus ada alasan atau syarat tertentu, apabila persyaratan 
atau alasan tersebut tidak tercapai, lebih baik menjauhinya 
karena dikhawatirkan status hukumnya mendekati hukum 
makruh tahrim (makruh yang dekat dengan haram). Persyaratan 
yang dimaksud yaitu atas dasar kerelaan atau keridhaan istri dan 
ada beberapa alasan lain yang mendukung atau membenarkan 
program a’zl.50 
Status hukum ini diperkuat oleh ulama Hanabilah, yang 
berlandaskan pada hadis riwayat Uman Ibn Khattab,  
‚Rasulullah SAW pernah melarang perbuatan a’zl apabila 
tanpa didasari izin dari pihak istrinya.‛ 
 
Karena faktor kerelaan dari istri merupakan salah satu syarat 
kebolehan a’zl. Hal tersebut dilakukan atas dasar keterkaitannya 
dengan permasalahan akad nikah, pemenuhan hak dan kewajiban 




Makruh adalah ketetapan hukum dalam agama yang mana 
suatu perbuatan dari mukalaf jika dikerjakan tidak mendapatkan 
pahala, jika tidak dikerjakan tidak akan dapat dosa, namun 
hukum makruh lebih baik dihindari karena pasti ada keutaman 
dan hikmah dibalik itu semua. Dalam hal ini, hukumnya a’zl 
sebagai metode penundaan hamil adalah makruh, maksudnya 
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adalah islam menganjurkan umatnya (pasutri) agar meninggalkan 
a’zl. Apabila praktek a’zl ini tidak ada illat (motif) yang 
termasuk darurat syarak agar lebih baik dihindari, misalnya ada 




Ada dua kalangan yang mendukung pernyataan di atas, 
antara lain Malikiyah dan Hanafiyah, dengan merujuk pada hadis 
Nabi SAW dalam riwayat Anas ibn Malik,  
‚Dahulu Rasulullah SAW sering memerintahkan kami 
untuk menikah dan beliau sangat melarang kami untuk 
membujang (tidak mau menikah untuk selamanya). 
Kemudian Beliau bersabda: nikahilah wanita oleh kalian 
penuh kasih kasang dan subur. Karena sesungguhnya pada 
hari kiamat kelak, aku akan berbangga dihadapan para Nabi 




d. Haram Mutlak 
Haram mutlak yaitu ketetapan dari hukum syarak yang 
diberikan kepada mukalaf terhadap perbuatan hukum yang 
bilamana dikerjakan akan mendapat kemadaratan atau dosa, 
sedangkan jika sebaliknya atau ditinggalkan akan memperoleh 
kebaikan atau pahala tanpa alasan apapun. Salah satu kalangan 
ulama tekstualitas mazhab Dhawahiriyah yaitu Ibnu Hazm al-
Andalusia, merupakan kalangan yang mengharamkan secara 
mutlak terhadap a’zl, dengan acuan dasar pada hukum dari hadis 
Rasulullah SAW,  
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‚Dari Aisyah, dari Judamah binti Wahab, saudara 
perempuan bangsa Akaasyah berkata: Aku hadir ketika 
Rasulullah SAW yang berada di tengah-tengah orang, 
kemudian beliau bersadba: Sesungguhnya semula akau 
melarang (kalian) dari perbuatan gillah. Lalu aku melihat 
bangsa Romawi dan Persia di mana mereka melakukan 
gillah terhadap anak-anak mereka. ternyata hal itu tidak 
membahayakan anak-anak mereka‛. Kemudian para 
sahabat bertanya kepada beliau tentang a’zl. Maka 
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PENDAPAT  PERWAKILAN BKKBN  PROVINSI  JAWA TIMUR 
MENGENAI IMBAUAN KEPALA BKKBN PUSAT TENTANG 
PENUNDAAN KEHAMILAN DI MASA PANDEMI VIRUS KORONA 
 
A. Sekilas tentang BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional) 
 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau biasa 
disingkat BKKBN merupakan suatu Lembaga Pemerintah nonKementerian 
yang berada dan di bawah tanggung jawab kepada presiden melalui Menteri 
Kesehatan. Berdirinya BKKBN merupakan suatu proses yang sangat panjang 
dan sangat lama hingga bisa berdiri seperti sekarang, mulai dari periode 
perintisannya hingga periode pasca reformasi, berikut runtutan sejarah 
BKKBN dari masa ke masa:
55
 
1. Periode Perintisan (1950-an – 1966) 
 Awal mula pembentukan BKKBN dimulai tanggal 23 Desember 1957 
di gedung Ikatan Dokter Indonesia yang membentuk Perkumpulan 
Keluarga Berencana. Dari perkumpulan tersebut, berkembang menjadi 
PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) atau (IPPF) 
Indonesia Planned Parenthood Federation. PKBI ini berjuang demi 
mewujudkan keluarga agar sejahtera, dengan melalui 3 macam usaha 
pelayanan antara lain kehamilannya diatur, mengobati dan mencegah 
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kemandulan, dan memberikan petuah perkawinan. Tahun 1967,  
Departemen Kehakiman mengakui Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonesia sebagai bada hukum yang sah. 
  Lahirnya orde baru pada saat itu, menyebabkan perkembangan 
yang sangat cepat. Tepatnya tahun 1966 bulan maret, pemerintahan saat 
itu menjadi perhatian dengan masalah kependudukan. Perubahan politik 
yang ditandai dengan lahirnya Orde Baru, memiliki dampak di baru di 
Indoensia terkhusus pada perkembangan keluarga berencana.
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2. Periode Keikutsertaan Pemerintahan dalam Program Keluarga Berencana 
Nasional 
  Pernyaan yang dikeluarkan dalam Kongres Nasional I PKBI di 
Jakarta sebagai berikut: 
a. PKBI memberikan penghargaan yang besar terhadap kebijakan 
pemerintah Indonesia, karena telah menjadikan keluarga berencana 
sebagai program pemerintah 
b. PKBI berharap program keluarga berencana agar segera 
dilaksanakan, supaya bisa ditetapkan jadi Program Pemerintah. 
c. PKBI siap membantu pemerintah dalam urusan pelaksanaan 
program KB secara merata kepada masyarakat Indonesia. 
  Presiden Soeharto menandatanani Deklarasi Kependudukan 
Dunia pada tahun 1967, deklarasi tersebut berisi tentang pentingnya 
mempunyai rencana jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran anak 






































yang merupakan suatu bentuk hak asasi manusia. 16 Agustus 1967, 
presiden Soeharto saat di depan Sidang DPRGR, berpidato yang mana 
isi pidatonya sangat mendukung program keluarga berencana. Sehingga 
terbentuklah Panitia Ad Hoc, dibentuk oleh Menkesra  bertugas dalam 
hal mempelajari kemungkinan yang terjadi apabila program KB 
dijadikan Program Nasional. 
  Pada tanggal 7 September 1968, dikeluarkannya Instruksi 
Presiden No. 26 tahun 1968 yang ditujukan kepada Menteri 
Kesejahteraan Rakyat, isinya antaralain: 
a. Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi 
yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana. 
b. Mengusahakan mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi 
yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana. 
 Menanggapi dari Intruksi Presiden di atas, pada tanggal 11 
Oktober 1968 Menkesra membentuk tim yang akan mengagendakan 
persiapan untuk Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana yang 
dituangkan dalam Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968. Maka 
munculah Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968 sebagai dasar 
dibentuknya (LKBN) Lembaga Keluarga Berencana Nasional. Yang 










































3. (1969-1974) Periode Pelita I 
  berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 mulailah dibentuk 
BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencna) serta Kepala 
BKKBN dr. Suwardjo Suryaningrat. Tahun 1972, tepat dua tahun 
kemudian, keluar penyempurnaan Keppres terkait dengan Organisasi dan 
tata kerja BKKBN yaitu Keppres No. 33 Tahun. Kemudian BKKBN 
berubah status menjadi Lembaga Pemerintah NonDepartemen yang mana 
kedudukannya dibawah Presiden langsung. Pada masa ini sudah mulai 
mempersiapkan pengembangan Clinical Approach atau Periode Klinik.58 
4. (1974-1979) Periode Pelita II 
  Di periode ini, pemerintah fokus menggarap pendekatan serta 
pembinaan program. Berawal dari orientasi terhadap kesehatan  yang 
dipadukan dengan sektor lainnya atau biasa disebut Beyond Family 
Planning (pendekatan integratif). Rencana langkah tersebut sudah 
tertuang dalam Keppres No. 38 Tahun 1978. Mulailah dirintis 
Pendidikan Kependudukan tahun 1973-1975 sebagai pilot project.59 
5. (1979-1984) Periode Pelita III  
  Di dalam periode ini, fokus untuk melakukan pendekatan kepada 
masyarakat melalui organisasi masyarakat, dengan tujuan untuk 
mempertahankan, membina serta diharapkan dapat meningkatkan jumlah 
peserta KB. Tidak hanya itu saja, Periode Pelita III juga baru 








































mengembangkan strategi operasional Catur Bhava Utama dan Panca 
Karya, diharapkan strategi ini dapat mempertajam segmentasi.
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6. (1983-1988) Periode Pelita IV 
  Sebagai pengganti dr. Suwardjono Suryaningrat yang masa ini 
dilantik sebagai Menteri Kesehatan, dilantiklah  Prof. Dr. Haryono 
Suyono sebagai Kepala BKKBN yang baru. Dari masa ke masa, BKKBN 
terus mengupakan program atau pendekatan agar bisa memaksimalkan 
tujuanna. Contohnya di Periode Pelita IV, mulai muncul strategi-strategi 
baru yang diantaranya adalah strategi pendekatan koordinasi aktif, yaitu 
BKKBN selain menjadi fasilisator juga sebagai dinamisator. Strategi 
yang kedua adalah pembagian wilayah. Strategi ini  bertujuan agar dapat 
mengimbangi kemajuan dari terlaksananya program-program. Selain itu, 
dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia 
Indah, Presiden Soeharto sudah mulai menggemborkan secara resmi KB 
Mandiri  pada tanggal 28 Januari 1987.61 
7. (1988-1993) Periode Pelita V  
  Pada periode pelita V, diluncurkan strategi baru dengan nama 
LIMAS atau Kampanye Lingkaran Emas. Yang mana bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan KB. Selain 
itu, juga dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 yang berisi 
mengenai GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara dan  












































8. (1993-1998) Periode Pelita VI 
  Sebagai awal dibentuknya BKKBN yang setingkat Kementrian, 
dilantiklah Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat menjadi Menteri 
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan 
sekaligus merangkap sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 16 Maret 
1998. Selain memperkenalkan Kepala BKKBN yang baru, BKKBN juga 
memperkenalkan strategi barunya yan dikenal dengan ‚Pendekatan 
Keluarga‛, supaya dapat memberikan partisipasi kepada masyarakat 
dalam 
  Dua bulan setelahnya yaitu pada tanggal 21 Mei 1998, terjadi 
gerakan reformasi yang berakibat perubahan pada Kabinet Reformasi 
Pembangunan VI. Yang semula Prof. Haryono Suyono merangkap 
menjadi Kepala BKKBN, kini diganti oleh Prof. Dr. Ida Bagus Oka yang 
sekaligus juga menjadi Menteri Kependudukan.
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9. Periode Pasca Reformasi 
  Dari tahun 1999 yang berawal dari arahan GBHN serta diikuti 
munculnya pembaruan perundang-undangan yang terus dilakukan,  salah 
satunya program yang dapat meningkatkan mutu SDM (Sumber Daya 
Manusia), kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan juga meningkatkan 
kualitas penduduk adalah Program Keluarga Berencana Nasional. Arahan 








































GBHN tersebut dijelaskan lebih rinci di dalam Undang-Undang No. 25 
Tahun 2000 tentang PROPENAS atau kepanjangannya Program 
Pembangunan Nasional. 
  Program dan urusan dalam Keluarga Berencana tidak sepenuhnya 
tanggungjawab pemerintah, namun sebagian urusannya diserahkan 
kepada pemerintahan kabupaten dan kota selambat-lambatnya bulan 
desember tahun 2003. Hal tersebut termaktub dalam Keppres No. 103 
Tahun 2001, dan diubah menjadi Keppres No. 09 Tahun 2004 yang berisi 
tentang kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, susunan organisasi dan 
tata kerja lembaga pemerintah NonDepartemen. Dengan demikian tahun 
2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era 
desentralisasi. 
  Munculnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 disahkan 
pada tanggal 29 Oktober 2009, yang membahas tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berperan dalam perubahan 
status kelembagaan, yang awalnya merupakan Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional berubah menjadi Keluarga Berencana 
Nasional, serta perubahan pada visi misi BKKBN. Serta untuk 
mempermudah berjalannya program, Pemerintah daerah membentuk 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD). 
  Pasca Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami beberapa 
pergantian: 
 


































a. Pada masa Kabinet Persatuan Indonesia, Khofifah Indar 
Parawansa saat itu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan 
sekaligus merangkap menjadi Kepala BKKBN. 
b. Setelah Khofifah Indar Parawansa, pada tahun 2001 diganti 
dengan Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir dan berakhir pada tahun 
2003 dikarenakan meninggal dunia. 
c. Setelah kejadian meninggalnya Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir,  
dr. Sumarjati Arjoso, SKM. yang sebelumnya Kepala Litbangkes 
Departemen Kesehatan, pada tanggal 10 November 2003 dilantik 
oleh Ahmad Sujudi sebagai Menteri Kesehatan dengan masa 
jabatan hanya sampai tahun 2006, karena dr. Sumarjati Arjoso, 
SKM. sudah memasuki usia pensiun. 
d. Setelah berakhir karena sudah masuk usia pensiun, pada tanggal 
24 November 2006 Dr. Sugiri Syarief, MPA. dilantik sebagai 
Kepala BKKBN. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 
No.52 Tahun 2009, BKKBN direstrukturisasi menjadi badan 
kependudukan, bukan sebagai badan koordinasi lagi. Maka Dr. 
dr. Sugiri Syarief, MPA. tanggal 27 September 2011 dilantik 
menjadi Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional). 
e. Tanggal 13 Juni 2013, diganti dengan Prof. Fasli Jalal yang sah 
dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi 
 


































Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN). 
f. Pada tanggal 26 Mei 2015, dr. Surya Chandra Surapaty, MPH., 
Ph.D dilantik menjadi Kepala BKKBN yang baru oleh Presiden 
Joko Widodo. Selain itu, dilantik juga Deputi Bidang Koordinasi 
Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK sebagai plt. Kepala 
BKKBN oleh Menteri Kesehatan.  
g. Pada tanggal 1 Juli 2019, secara sah dr Hasto Wardoyo, 
Sp.OG(K) dilantik oleh  Presiden Joko Widodo sebagai Kepala 




 Dari sejarah BKKBN tahun ke tahun, BKKBN berdiri dan mempunyai 




Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk 
tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas 
Misi 
1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan. 
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. 
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga. 
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. 




 https://www.bkkbn.go.id/pagesvisidan-misi. Diakses pada tanggal 6 maret 2021. 
 


































5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. 
 BKKBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 
bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengendalian penduduk 
dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugasnya 
sebagaimana yang dimaksud, BKKBN menyelenggarakan fungsi:
66
 
1. Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di 
bidang KKB; 
2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB; 
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk 
dan KB; 
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB; 
5. Penetapan perkiraaan pengendalian penduduk secara nasional; 
6. Penyusunan desain Program KKBPK; 
7. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); 
8. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan 
Pasangan Usia Subur (PUS) nasional; 
9. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga 
10. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 
tingkatnasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan 
ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR); 
11. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui 
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
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12. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 
tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga; 
13. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas 
lapangan KB (PKB/PLKB); 
14. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian 
penduduk dankeluarga berencana; dan 
15. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB. 
Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan 
fungsi: 
1. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang 
KKB; 
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di 
lingkungan BKKBN; 
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 
BKKBN; 
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan 
5. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB.67 
 Kantor BKKBN Pusat sendiri beralamat di Jl. Permata No. 1, Halim 
Perdanakusuma, Jakarta Timur. Tetapi, penulis melakukan penelitian dan 
pengambilan data di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. 
 















































‚Assalamualaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om 
Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 
 
 Saya pada kesempatan hari ini mau menyampaikan tentang prinsip 
menunda hamil dulu semasa pandemi covid-19 ini. Makanya kita harus 
berusaha keras untuk kalau bisa jangan hamil dulu. Kenapa kita ini perlu 
menunda hamil dulu, karena saya katakana bahwa hamil muda itu sangat 
rawan. Saya bisa cerita satu per satu seperti apa, tetapi sebelum saya cerita 
tentang kerawanan seperti apa hamil muda, saya akan sampaikan tentang 
sebetulnya bagaimana orang itu bisa hamil seperti apa.  
 
 Dimana ada calon-calon bibit dari suami yang namanya sperma dia 
masuk ke dalam lorong dari rahimnya perempuan, berjuta juta sperma masuk 
kesana. Dia akan berjalan dengan cepatnya, dan sperma yang bagus dialah 
yang akan sampai ke sel telur. Spermanya minimal 20 juta/cc tapi telurnya 
cuma 1, sehingga orang sering mengatakan ‛we are the winners‛ kita adalah 
pemenang, karena apa? dari 20 juta itu hanya 1 yang jadi dan jadilah bapak 
ibu semua sehingga kita lahir di dunia itu adalah seorang pemenang. Jadi 
kalau ada orang loyo-loyo tidak mau kerja, malas, itu sebenarnya bukan 
fitrahnya. Karena apa? kita itu pemenang, harus hebat, harus semangat. \ 
 
 Oleh karena itu, sel telur yang ada harus kualitasnya bagus. Sperma 
yang ada juga kualitasnya harus bagus, karena dari 20 juta sel sperma hanya 
1 yang berhasil masuk ke sel telur. Dan Tuhan Maha luar biasa, Maha 
Pencipta dan Maha Pengatur, kalau 1 sudah masuk maka yang lainnya itu 
sudah tidak menganggu-ganggu lagi. Luar biasa, mereka hidup dalam sistem 
kekuasaan ilahi, akhirnya jadilah kita. 
 
 


































 Betapa prosesnya yang cepat sekali organ kita dibentuk. Di minggu ke 
8 organ kita sudah lengkap sekali, mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki, 
semua sudah ada. Dan itulah namanya periode fetus satau sudah calon janin 
bukan lagi embrio dan itu terjadi hanya dalam waktu 8 minggu di hitung dari 
menstruasi terakhir. Jadi kalau ibu-ibu merasa sudah telat, telatnya sebulan 
ternyata sudah luar biasa. Janin sudah jadi padahal baru tau kalau telat satu 
bulan. Dan disitulah saat-saatnya organ terbentuk namanya organogenesis.  
 
 Sehingga kalau orang itu cacat, ya cacatnya terjadi di awal kehamilan 
itu. Inilah makanya kita penting untuk berdiskusi tentang apakah kita itu 
bijak memulai hamil, kemudian menjadi hamil awal bulan atau awal 
kehamilan di masa pandemi covid-19 ini karena memang hamil di masa awal 
bulan atau awal minggu  ini adalah masa-masa dimana organnya dibentuk. 
Jadi kalau bapak ibu sekarang stay at home atau tinggal di rumah, tidak 
kemana-mana kemudian tiba-tiba istri positif. Ya sekarang inilah, minggu-
minggu ini calon anak bapak ibu sekalian yang ada dalam kandungan itu 
tangannya dibentuk, kakinya dibentuk, kepalanya dibentuk.  
 
 Jadi kalau ada gangguan, gangguannya di masa itu. Itulah jangan 
punya pikiran bahwa tangan, kaki, kepala, mata, hidung, itu dibentuk setelah 
6 bulan atau 7 bulan, itu salah besar. Dibentuknya pada sat awal ini, 8 
minggu dan di usia 9 minggu itu sudah janin, luar biasa, sudah lengkap 
sekali. Pada saat masa pembentukan organ, bentuk dari janin pada awalnya 
kepalanya masih terbelah, belum begitu menyatu-nyatu banget tulangnya 
itu, sampai lahir pun, tulang kepalanya kan masih terbuka itu, kepalanya 
kalau dipegang masih ada denyutnya.  
 
 Jadi kalau terganggu pembentukannya, karena mungkin ada covid-19 
atau infeksi atau mungkin demam panas karena penyakit. Maka kemudian 
terjadilah gangguan pada saat itu. Sebenarnya yang namanya bibir sumbing 
saja, itu kan cuma terjadi saat pembentukan bibir kanan dan bibir kiri itu 
terganggu, akhirnya terbelah setengahnya. Dan tergangunya kapan? Ya saat 
ini, saat kira-kira hamilnya masih kurang dari 8 minggu, saat itu saat hamil 
bulan pertama bulan kedua.  
 
 Karena memang saat itu benar-benar masih pembentukan organ, 
sehingga kalau terjadi cacat pada bayi, maka kecacatan tersebut terjadi pada 
saat awal kehamilan, bulan pertama sampai bulan kedua sudah selesai. Dan 
inilah, saya pesan betul-betul kalau tidak penting-penting amat tidak perlu 
hamil, jangan ada hamil yang tidak terencana, jangan ada hamil yang tidak 
ada kepentingannya, jangan ada hamil yang tidak disengaja, jangan ada 
hamil yang tidak dikehendaki. Apalagi hamil yang di luar nikah, apalagi 
hamil yang masih usia muda.  
 
 


































 Ketika sekarang mereka membiarkan biar hamil biar hamil, stay at 
home kemudian kumpul istri kemudian tidak pakai alat kontrasepsi. Ya 
kalau suntiknya telat, kita suntik masih bisa. Kalau selemah-lemahnya suntik 
nggak bisa ya pakai pil atau pakai kondom. Jangan dibiarkan untuk kita 
tidak pakai alat kontrasepsi, kalau memang betul-betul belum menginginkan 
kehamilan dan memang saran saya di masa pandemi covid-19 ini ditunda 
dulu kehamilannya.  
 
 Kalau toh ada pasangan usia subur baru yang sudah merencanakan 
hamil alangkah bijaknya ditunda dulu. Kita tidak tau, kalau misalkan kita 
demam kena covid-19 kemudian kita harus mondok, harus dikasih obat ini 
obat itu dan seterusnya. Kita belum tau bagaimana pengaruhnya terhadap 
organogenesis atau pengaruhnya terhadap pembentukan organ. Karena 
covid-19 ini adalah hal baru sehingga banyak dokter-dokter belum meneliti 
apa pengaruhnya, apalagi kalau dikasih obat, apa pengaruhnya obatnya kalau 
seandainya terjadi kehamilan.  
 
 Ini baru berdiskusi tentang seandainya kita itu hamil muda  kemudian 
harus minum obat karena kita kena covid-19 maka kita belum tau 
dampaknya seperti apa. Dan kalau seandainya kita hamil kena covid-19 
demam panas batuk dan sebagainya, seperti apa dampaknya kepada bayi 
yang baru tumbuh. Ini kita sama-sama dalam keadaan dalam menghadapi 
pandemi dimana suatu hal yang baru.    
 
 Coba bayangkan, kalau ibu hamil itu muntah-muntah, hamil muda 
muntah-muntah, kekurangan vitamin ini, kekurangan vitamin itu, anemia 
dan sebagainya. Belum juga mereka yang miskin, miskin karena ada covid-
19 kemudian stay at home kemudian hamil dan kemudian nggak punya gaji, 
tidak punya pendapatan hanya mengharapkan sembako, dia juga tidak dapat 
asupan vitamin. Ini sama saja bahwa kita ini terjadi kekurangan vitamin 
yang diperlukan untuk pertumbuhan janin, asam volat penting, zing penting 
tambah darah penting, kalsium penting, bisa kekurangan ini kalau kita 
makannya saja tidak jelas. Oleh karena itu, sekali lagi tunda hamil dulu itu 
adalah penting di masa covid-19 ini.  
 
 Bapak ibu, saudara yang saya hormati. Memang cacat pada bayi di 
negara maju itu ada yang kemudian di cek dulu, diambil contohnya, seteah 
dicek ternyata cacat, kemudian di terminasi atau digugurkan. Naudzubillah.. 
kalau di Indonesia tidak melakukan itu, karena kita pro life, kita pro 
kehidupan, majelis ulama juga melarangnya, semua agama juga 
melarangnya. Sehingga kita ini harus mencegah jangan ada cacat, karena 
kalau cacat kita pun tetap akan melahirkan dalam bentuk cacat.  
 
 Dan itu membebani bapak ibu sekalian, hanya karena persiapan 
kehamilan yang tidak baik. Oleh karena itu, persiapkanlah kehamilan supaya 
 


































tidak cacat anak yang kita lahirkan. Sebetulnya, yang sangat kita terganggu 
itu ketika otaknya itu terganggu. Orang-orang yang katakanlah stunting, 
pertumbuhannya tidak bagus, dan otaknya juga terganggu. Karena otak itu 
hampir 70-80% terbentuknya ya pada saat dia masih ada dalam kandungan, 
setelah lahir itu otak tidak terlalu banyak berkembang. Yang berkembang 
badannya saja, otak kita itu seolah-olah lahir itu sudah 70-80%, tapi badan 
kita ini lahir itu paling 5%.  
 
 Jadi otak itu sudah terbentuk di dalam rahim hampir 75%. Makanya 
bayi lahir itu kepalanya jauh lebih besar daripada badannya, karena otaknya 
sudah terbentuk dengan lebih cukup presentasenya, sehingga kecerdasannya 
sudah ada. Inilah kalau terganggu pembentukan otak juga akan luar biasa. 
Apa saja faktor gangguan yang terjadi saat pertumbuhan otak, termasuk 
infeksi. Kalau kena infeksi maka otak akan terganggu, covid-19 adalah 
infeksi. Kemudian gizi, stress, kalau hamil terus stress, waduh sudah hamil 
kena covid-19 wah stresnya luar biasa. Nah itu jelas akan mempengaruhi.  
 Nah hamil muda, itu biasa terjadi mual-mual, muntah-muntah itu 
adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri. Sehingga faktor gizi yang saya 
sampaikan tadi karena sering sekali hamil muda, dimana masa muda justru 
membentuk organ tetapi ternyata tidak bisa makan dengan baik. Karena 
mual, karena muntah, makan ini tidak bisa, makan itu tidak bisa. Sebenarnya 
saran saya itu minumlah es krim, karena es krim itu halus, begitu masuk 
sudah diserap oleh lambung dengan cepat, kalau makan yang lainnya belum 
diserap sudah muntah, tetapi kalau es krim cepat.  
 
 Minumlah wedang jahe yang asli, karena mengandung anti mual atau 
anti muntah. Tetapi memang mual muntah tidak bisa kita hindari. Sehingga 
kalau kita hamil mudah, mual muntah di masa covid-19 ini mau ke dokter 
ditanya ini mau periksa apa, hamil mual muntah muntahnya berapa kali. 
Minum aja dulu, dirumah aja dulu. Karena apa, kalau nggak penting-penting 
amat hari ini lebih baik stay at home. Apa nggak berat kita ini, ketika mual-
mual muntah-muntah mau ke dokter juga sangat terbatas, akses layanan 
kesehatan juga sangat terbatas. Kita bisa panik, bisa stress.  
 
 Semua hamil muda itu memang daya tahan akan turun ya karena mual 
muntah karena daya tahannya turun, tapi memang tubuh ini oleh Tuhan 
diciptakan daya tahannya agak turun, supaya apa? Supaya hamilnya tidak 
ditolak oleh tubuh, kalau tubuhnya punya daya menolak yang tinggi  maka 
hamilnya pun ditolak. Sehingga memang orang hamil itu daya tahannya agak 
diturunkan. Tetapi kejelekannya daya tahan di turunkan kan kalau ada covid-
19 datang kan masuk juga. Nah ini yang perlu kita perhitungkan. Ya 






































 Mual muntah ini luar biasa, ada yang stres karena kehamilan yang 
tidak dikehendaki. Makanya kalau menurut saya, masa pandemi covid-19 
supaya kita tidak stres kita lebih baik mencegah. Jangan lupa pakai sarana 
kontrasepsi itu penting sekali buat suami istri, pasangan subur, harus 
memperhatikan itu agar tidak hamil di masa covid-19 ini. Mual muntah 
memang menurunkan daya tahan tubuh kita. Kalau kita selain mual muntah 
itu yang kita bicarakan, kadang-kadang mual muntah ini kan butuh diinfus, 
butuh kerumah sakit, butuh perawatan, tetapi itupun sulit.  
 
 Masih ada resiko lain lagi, yang namanya resiko terjadinya keguguran, 
atau arborter. Sebetulnya keguuran ini hal yang biasa, keguguran ini 
kejadiannya bisa 10% ada yang menghitung 15%, minimal 5%. Jadi kalau 
ada 100 orang hamil ramai-ramai, itu yang keguguran sebetulnya itu minimal 
5, kadang-kadang sampai 10 sampai 12. Nah kalau di masa pandemi ini 
orang-orang dibirkan hamil semua, tidak pakai suntik, tidak pakai kondom, 
nggak pakai pil, nggak susuk, terus hamil 100 orang saja, maka yang mau 
keguguran saja minimal 5.  
 
 Sehingga kalau misalkan sekarang di seluruh Indoensia biasanya itu 1 
tahun yang hamil 5 juta, bisa dibayangkan berapa yang keguguran. Dan 
keguguran ini belum tentu bisa bersih, keluar terus pendarahan, takut 
perutnya sakit, pinggangnya sakit, stress. Kita berat sebetulnya, oleh karena 
itu resiko keguguran ini sebetulnya sudah menjadi keniscayaan. Maka lebih 
baik jangan coca-coba hamil dulu di masa pandemi daripada kita 
menghadapi resiko terjadinya keguguran.  
 
 Kalau kita lihat pada saat pendarahan juga sangat menakutkan, 
kematian karena keguguran juga ada, kemudian kalau tidak bersih harus di 
kuretase, harus ke dokter, nah tindakan-tindakan seperti ini sebetulnya tidak 
perlu kalau kita tidak hamil dulu. Makanya sekali lagi, resiko terjadinya 
keguguran yang tidak bersih ini harus kita hindari. Memang kalau ada yang 
sudah terlanjur hamil ya stay at home dan bed rest. 
 
 Bapak ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya 
sekali lagi mengingatkan jangan ada kehamilan yang tidak terencana, jangan 
hamil apabila tidak penting-penting banget, dan dimasa pandemi ini lebih 
bijak kalau seandainya kita tunda dulu kehamilannya. Insyaallah kalau 
pandemi sudah berlalu, sudah bisa merencanakan kehamilan yang lebih sehat 
dan tentu kita ingin anak-anak kita jadi anak-anak yang sehat, yang cerdas, 
dan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia sejahtera dan berkualitas. 
Terimakasih semoga semuanya sehat di masa pandemi ini dan tetap jaga 
physical distancing, jaga kebersihan, dan jaga nutrisi agar stamina kita jadi 
lebih baik. Terimakasih,  
 
 






































C. Pendapat Perwakilan BKKBN Provisi Jawa Timur 
 Penulis mencoba mewawancarai langsung Perwakilan BKKBN 
Provinsi Jawa Timur yaitu Bapak Totok Akbar Sriyudianto, S.Sos., M.Si. 
selaku Sub Koordinator Program dan Kerjasama, bidang Latbang Perwakilan 
BKKBN Provinsi Jawa Timur. Terkait masalah yang penulis angkat untuk 
dijadikan penelitian, yaitu imbauan Kepala BKKBN Pusat tentang 
penundaan kehamilan pada saat pandemi Covid-19, Bapak Totok selaku 
perwakilan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berpendapat 
bahwa penundaan kehamilan yang diberikan oleh Bapak dr. Hasto Wardoyo, 
Sp.OG(K) sangat tepat dan beliau sangat setuju dengan imbauan itu.  
‚kalau menurut saya pribadi sih, karena Kepala BKKBN sendiri ini kan 
dokter, dokter Hasto. Apalagi beliau ini sudah lama ya menekuni 





 Menurut Bapak Totok, dengan menunda kehamilan bisa mencegah  
kemungkinan buruk yang akan terjadi ketika hamil di masa pandemi. Hal ini 
dikarenakan Bapak Hasto sendiri merupakan seorang dokter yang sudah 
berpengalaman dalam bidangnya. Jadi imbauan tersebut bukan hanya 
sekedar  imbauan belaka, tetapi ada suatu hal yang menjadi penyebab 
munculnya imbauan penundaan kehamilan. Menurutnya, ada beberapa hal 
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yang menjadi perhatian khusus Bapak Hasto yaitu kesehatan ibu saat 
mengandung dan janin yang dikandungnya selama masa pandemi. 
‚jadi gini ya dik, adanya imbauan itu kan sebetulnya dilatar belakangi 
karena pandemi virus korona yang terjadi sekarang, itu penyebab 
eksternalnya ya. Kalau penyebab internalnya ya dari kesehatan ibu dan 
anak yang dikandungnya. Kenapa begitu, misal ibunya kena covid 
terus ada penyakit bawaan, atau psikisnya kena, disamping kesehatan 
ibunya yang kena kan itu juga masalah bagi bayi yang dikandungnya 
juga, bisa jadi bayinya kurang gizi, dan lain-lain. Makanya itu, Bapak 




 Dari penjelasan Bapak Totok diatas, penulis menguraikan ada beberapa 
penyebab BKKBN mengeluarkan imbauan penundaan kehamilan, antara 
lain:   
1. Pandemi virus korona atau Covid-19; 
2. Kesehatan ibu saat mengandung; dan 
3. Bayi yang ada dalam kandungan 
 Selain penyebab yang sudah dipaparkan di atas, Bapak Totok juga 
memberikan penjelasan mengenai kemungkinan buruk yang terjadi apabila 
hamil di masa pandemi, sntara lain :
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1. Terjangkit virus korona 
2. Kesehatan ibu yang mengandung 
Pada dasarnya, kesehatan ibu saat hamil akan menurun dan tidak stabil 
seperti biasanya. Keadaan tersebut bisa memicu tertularnya virus 
korona, belum lagi kalau ibu yang sedang hamil mempunyai penyakit 








































bawaan, atau psikisnya terganggu, hal tersebut bisa saja berdampak 
buruk bagi ibunya bahkan calon bayi yang ada dalam kandungan. 
3. Keadaan bayi saat dalam kandungan 
Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, apabila ibu yang sedang 
hamil terkena virus korona di tambah lagi ada penyekit bawaan dan 
sebagaimya, ditakutkan bayi yang ada dalam kandungan terkena 
imbasnya, misal bisa kekurangan asupan gizi (stunting), atau ada 
beberapa gangguan lainnya. Bapak Totok menjelaskan dalam 
wawancara sebagai berikut, 
‚selain penyuluhan itu sih, lebih mengutamakan terkait stunting  
karena diketahui bersama Jokowi kan memerintahkan BKKBN 
sebagai ketuanya kan Pak Hasto  sendiri, untuk menekan laju 
stuntig di Indoensia to, sampai dengan 14% itu. Kenapa pandemi 
juga takutnya ibunya kurang asupan gizi atau apaa-apa, anaknya 
nanti pertumbuhannya kurang baik, terus anaknya ketika ini itu 
tidak bisa tinggi dll, sebelum 1000 hari kelahiran dijaga benar. 
Kalau misalkan ibu ini nutrisinya baik terus psikologinya juga 
baik, saya yakin anak yang dihasilkan pun juga baik, tidak akan 





4. Sistem atau prosedur pada saat akan melahirkan 
Bapak Totok dalam penjelasannya terkait dengan prosedur saat 
melahirkan menjelaskan bahwa,  
‚kesusahannya itu Dik, kasian di Ibunya, kenapa? Wong wes hamil 
ae susahe minta ampun, melahirkan pun yo jek koyo ngunu, ketika 
melahirkan lo dia tidak langsung ditangani di tempat persalinan 
ibu, jadi dia datang disuruh tes disek, tes swab, atau minimal tes 
sing ngisor e swab iku, tes Rapid to opo iku sing regane 250 ewu, 
Cuma disitu dia tidak langsung dilayani, disuruh tunggu sampai 
hasilnya keluar. La menunggunya kan 1-2 jam, wes kelaran, wes 











































Penjelasan tersebut jika diterjemahkan dalam Bahasa Indoensia, 
menjelaskan bahwa betapa susahnya hamil di masa pandemi. apabila 
mau melahirkan, tidak langsung ditangani tetapi harus tes swab  
dahulu untuk memastikan ibunya terjangkit virus korona atau tidak.  
Sedangkan untuk menunggu hasil tesnya keluar, perlu waktu 1-2 jam.  
 Disamping penyebab dan kemungkinan buruk yang terjadi saat hamil 
di masa pandemi. BKKBN sendiri mempunyai upaya-upaya untuk mencegah 
terjadinya hal yang tidak diinginkan. Antara lain: 
1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat 
‚kita punya tenaga lapangan Dik, namanya penyuluh keluarga 
berencana. Itu nanti penyuluh keluarga berencana  yang melakukan 
sosialisasi dilapangan, kalau di JATIM sendiri, ada 2000 an tim 
PKB dan PLKB, jadi mereka yang akan turun lapangan, mereka 





Jadi, dari BKKBN mempunyai upaya untuk melakukan penyuluhan di 
daeah-daerah terkait dengan imbauan penndaan kehamilan yang 
disampaikan oleh Bapak Hasto. Tim yang turun lapangan dan 
melakukan penyuluhan itu PKB atau Penyuluhan Keluarga Berencana. 
Merekalah yang akan menjelaskan bahayanya atau alasan-alasan 
mengenai imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi kepada 
msyarakat. 








































2. Melakukan pelayanan keliling dengan mobil Mupen 
Selain penyuluhan yang dilakukan oleh PKB, BKKBN juga melakukan 
pelayanan keliling menggunakan Mobil MUPEN (mobil atau 
kendaraan roda 4 yang isinya alat-alat elektronik  ‚audio visual‛ dan 
difungsikan sebagai kendaraan operasional dalam penyuluhan dan KIE 
untuk menunjang Program KKBPK).  
Pelayanan keliling tersebut selain melakukan penyuluham juga 
membagikan alat kontrasepsi kepada pasangan suami istri guna 
pencegahan kehamilan di masa pandemi virus korona.
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3. Menyebarkan imbauan melalui medsos (media sosial) 
Selain bergerak di lapangan, BKKBN dalam menyebarkan imbauannya 
juga melalui media sosial, antara lain di YouTube resminya BKKBN 
yaitu BKKBN Official, berita online, sempat masuk berita di televisi 
juga. Hal tersebut dilakukan dengan harapan pasangan suami istri bisa 
mengetahui dengan mudah atau bisa mengakses dengan mudah supaya 














































ANALISIS MAQA<S{ID AL-SHARI<‘AH TERHADAP IMBAUAN KEPALA 
BKKBN TENTANG PENUNDAAN KEHAMILAN PADA SAT PANDEMI 
VIRUS KORONA 
 
A. Analisis Pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Bidan 
terhadap Imbauan Penundaan Kehamilan oleh Kepala BKKBN Pusat 
 Perlu diketahui, bahwa penundaan hamil di Indoensia sudah tidak asing 
lagi di lingkungan masyarakat. Karena banyak masyarakat indoensia yang 
sudah melakukan tunda kehamilan, yang biasa disebut dengan program 
Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana ini mempunyai tujuan 
inti yaitu untuk menekan angka kelahiran atau penduduk di Indoensia. 
Tujuan yang lain biasanya digunakan untuk jaga jarak uisa anak, dan lain-
lain.  
 Berbeda halnya dengan imbauan penundaan kehamilan yang 
dikeluarkan 10 Mei 2020 oleh Kepala BKKBN Pusat, imbauan ini muncul 
dikarenakan adanya pandemi virus korona yang masuk ke Indoensia. Seperti 
yang sudah dipaparkan di dalam bab sebelumnya mengenai pendapat dari 
Sub Koordinator Program dan Kerjasama, Bidang Latbang Perwakilan 
BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. 
 Dijelaskan bahwa imbauan yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN 
Pusat itu merupakan suatu imbauan yang ada tujuan dan maksud tertentu, 
 


































yaitu untuk kemaslahatan bersama dan menghindari kemudharatan yang 
akan terjadi nanti. Karena di masa pandemi sekarang ini, semua harus serba 
berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan hamil saat 
pandemi masih berlangsung. 
  Kenapa demikian, karena kehamilan juga butuh persiapan matang, 
mulai dari merawat istri yang sedang hamil hingga pasca anak tersebut 
lahirpun butuh sesuatu yang sangat terencana, juga terdapat kesulitan bagi 
orang-orang yang kurang mampu finansialnya. Karena di masa pandemi 
sekarang ini banyak pedagang kaki lima yang sepi hingga gulung tikar, 
bahkan banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian pekerja 
dikarenakan pailit.  
 Selain yang disebutkan di atas, terdapat kesulitan bagi ibu hamil di 
masa pandemi, karena ada beberapa aturan baru yang terkait dengan 
pembatasan di rumah sakit juga aturan sebelum melahirkan. Dari beberapa 
dampak negatif yang sudah disebutkan, ada satu lagi penyebab 
dikeluarkannya imbauan ialah masalah kesehatanlah yang lebih diperhatikan. 
Wajar jika imbauan itu berfokus pada kesehatan, dilihat dari background 
Kepala BKKBN Pusat sendiri, yang mana beliau merupakan seorang dokter 
dan pasti faham betul terkait dengan kekhawatiran atau kemudharatan 
apabila terjadi hamil di masa pandemi covid-19. 
 Lalu, apakah imbauan tersebut wajib untuk dilaksanakan atau wajib 
bagi pasangan suami istri untuk ditaati ?, tentu saja tidak. Karena imbauan 
ini tidak sama dengan Undang-Undang atau hukum positif lainnya. Intinya, 
 


































arti dari imbuaan ini adalah sebuah ajakan yang mana jika tidak dikerjakan 
tidak akan mendapatkan sanksi apa-apa. Jadi, imbauan penundaan hamil 
yang disampaikan oleh Bapak Hasto tersebut hanya bersifat permintaan atau 
ajakan, tidak bersifat larangan yang wajib ditaati dan tidak pula 
mengakibatkan adanya sanksi jika tidak ditaati. 
  
B. Analisis Maqa<s}id al-Shari<‘ah terhadap Imbauan Kepala BKKBN tentang 
Penundaan Kehamilan pada Masa Pandemi Virus Korona 
 Sepasang suami dan istri pasti menginginkan keturunan dari hasil 
pernikahannya. Dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indoensia 
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan ‚Perkawinan adalah ikatan 
lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‛ 
 Di dalam isi pasal tersebut menyebutkan bahwasanya tujuan dari 
perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga 
yang bahagia. Kata ‚keluarga‛ menurut KBBI mempunyai 4 makna, antara 
lain yang pertama adalah ayah, ibu, dan anak. Yang kedua adalah orang yang 
ada di dalam rumah menjadi yang tanggungan. Ketiga adalahkaum kerabat 
beserta sanak saudara. Dan yang keempat adalah satuan dari kerabat yang 
mendasar dalam masyarakat.  
 


































 Dari beberapa makna yang sudah disebutkan, ada salah satu makna 
yang menyebutkan ‚anak‛ dalam arti kata keluarga. Secara tersirat, pasal 
tersebut menyebutkan bahwa tujuan daripada pernikahan salah satunya ialah 
memiliki keturunan. Mempunyai keturunan juga merupakan satu dari 
beberapa tujuan pernikahan menurut perspektif islam. Allah berfirman dalam 
Surah An-Nahl ayat 72 : 
ْ  ۗ﴿٢٧﴾
 
Artinya : ‚Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu 
sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak 
dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka 





 Disebutkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak 
saja, namun juga harus berusaha membentuk generasi yang berkualitas, yaitu 
dengan mencari dan mendidik anak supaya menjadi anak sholeh dan 
bertaqwa kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah di Al Qur’an surah 
Al-Baqarah ayat 187: 
  





 Intinya, kodrat orang yang menikah salah satunya adalah mempunyai 
anak dari hasil pernikahannya atau ingin memiliki anak. Namun yang terjadi 
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saat ini, muncul imbauan bahwasanya isi dari imbauan tersebut meminta 
masyarakat atau pasangan suami istri di Indoensia untuk menunda dulu 
kehamilannya. Secara tekstual, jelas itu adalah suatu imbauan yang bisa 
dikatakan tidak sejalan dengan tujuan pernikahan baik secara Undang-
Undang maupun secara agama islam.  
 Maka dari itu, penulis menganalisis masalah tersebut menggunakan 
analisis maqa<s}id al-shari<‘ah untuk memecahkan arti dibalik imbauan 
penundaan hamil yang disampaika oleh Bapak Hasto selaku Kepala BKKBN 
Pusat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maqa<s}id al-
shari<‘ah merupakan makna-makna atau rahasia-rahasia dari Allah SWT dan 
juga Rasul-Nya yang terkandung dalam merumuskan hukum islam, juga bisa 
diartikan asas yang menetapkan suatu hukum terlebih dalam hukum islam 
untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang 
baru muncul atau yang sudah lama ada di masyarakat. 
 Yang pertama ditinjau dari peringkat kemaslahatannya, ada 3 
tingkatan mas}lah}ah dalam maqa<s}id al-shari<‘ah antara lain daru>riy>at, ha>jiya>t 
dan tah}si>niya>t. Pada masalah imbauan penundaan kehamilan di masa 
pandemi virus korona bisa masuk ke d}aru>riy>at juga bisa ha>jiya>t dengan 
konteks penjelasan yang berbeda. Termasuk daru>riy>at atau kebutuhan 
pertama dilihat karena akibat dari hamil di masa pandemi tanpa persiapan 






































 Sedangkan dari ha>jiya>t, dilihat dari kata imbauan. Ditarik dari 
pengertiannya, imbauan merupakan sebuah ajakan atau permintaan yang 
mana tidak ada hukum wajib atau keharusan untuk mengikutinya, artinya 
apa yang disampaikan oleh Kepala BKKBN Pusat terkait dengan penundaan 
kehamilan di masa pandemi virus korona hanya bersifat imbauan atau ajakan 
saja. Bagi yang tidak mengikutinya tentu tidak ada sanksi atau denda dari 
yang berkaitan. Maka dari itu, bisa disebut juga ha>jiya>t karena hanya 
imbauan juga untuk menghindari dari kesusahan atau kesulitan saat hamil di 
masa pandemi. 
 Kedua, dilihat dari segi kewajiban menjaga kemaslahatannya. Ada 5 
indikator dalam menjaga kemaslahatan maqa<s}id al-shari<‘ah antara lain 
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari masalah penulis 
angkat mengenai imbauan penundaan kehamilan, ada 2 indikator yang perlu 
dijaga yaitu menjaga jiwa dan menjaga keturunan.  
1. Menjaga jiwa (hifzun al-nafs) 
Disebutkan di bab sebelumnya, bahwa penundaan kehamilan yang 
disampaikan oleh Kepala BKKBN Pusat. Keterkaitannya dengan 
masalah imbauan tunda kehamilan ada pada kekhawatiran atau 
kemudharatan yang mungkin akan terjadi bila istri hamil pada waktu 
pandemi, salah satunya ialah kondisi fisik yang melemah dari ibu 
hamil, karena virus korona sendiri mudah menyebar dan menular dari 
kondisi target yang lemah fisik dan kesehatannya. Dikatkutkan apabila 
masih memaksa hamil dan kurangnya persiapan dalam keadaan 
 


































pandemi bisa mengancam jiwa atau nyawa dari ibu yang mengandung 
dan juga bayi yang ada dalanm kandungan. 
2. Menjaga keturunan (hifzun al-nasl) 
Yang kedua adalah menjaga keturunan, karena imbauan oenundaan 
kehamilan tersebut lebih mengedepankan masalah medis untuk tujuan 
kemaslahatan bersama. Dari bab sebelumnya yang sudah penulis 
jelaskan, bahwa ada beberapa kemudharatan yang kemungkinan akan 
terjadi jika istri hamil di saat pandemi salah satunya adalah 
terganggunya proses organogenesis atau pembentukan organ di dalam 
kandungan yang bisa menyebabkan kecacatan pada bayi. 
 Covid-19 merupakan pandemi virus yang kejadiannya menjadi hal 
yang baru di dunia, dengan keahlian dibidangnya sebagai dokter, Bapak 
Hasto membuat imbauan penundaan hamil supaya bisa mencegah sesuatu hal 
yang kemungkinan akan terjadi apabila hamil di masa pandemi dengan 










































 Dari penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan 
sebagaai berikut: 
1. Pendangan dari Bapak Totok Akbar Sriyudianto, S.Sos. sebagai Sub 
Koordinator Program dan Kerjasama, Bidang Latbang Perwakilan 
BKKBN Jawa Timur menjelaskan bahwa adanya imbauan penundaan 
kehamilan pada saat pandemi virus korona atau covid-19 dari Bapak dr. 
Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) selaku Kepala BKKBN Pusat merupakan 
sebuah ajakan atau permintaan kepada pasangan suami istri di Indonesia 
untuk menunda kehamilnya saat pandemi masih berlangsung. Karena 
imbauan penundaan hamil tersebut punya alasan medis yang bisa 
dipertimbangkan bagi pasangan suami istri di luar sana dan tujuannya 
adalah hanya untuk kemaslahatan pasangan suami istri guna menghindari 
dan mencegah kemungkinan buruk yang terjadi. 
2. Secara perspektif maqa<s}id al-shari<‘ah, masalah imbauan penundaan hamil 
ini bisa masuk ke dalam 2 tingkatan dengan dilihat dari beberapa alasan. 
Yang pertama adalah d}aru>riy>at karena sudah masuk terancamnya jiwa 
dari ibu dan bayi. Dan ha>jiya>t karena hanya sebatas imbauan juga untuk 
menghindari kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan. Sedangkan 
 


































dalam tinjauan menjaga kemaslahatannya sendiri, imbauan tersebut 
mempunyai maksud untuk menjaga jiwa atau nyawa (hifzun al-nafs) dan 
menjaga keturunan (hifzun al-nasl) yang ditujukan kepada ibu yang 
mengandung dan bayi yang dikandungannya. 
 
B. Saran 
 Dari uraian yang sudah ditulis, juga melihat dari proses penelitian atau 
semua yang berkaitan dengan penelitian, penulis ingin menyamppaikan 
bebeapa saran yang berkaitan dengan penelitian, antara lain: 
1. Saran untuk penyebaran imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi 
virus korona yang dilakukan oleh BKKBN agar lebih merata sampai ke 
desa-desa terpencil. Supaya imbauan tersebut bisa sampai ketelinga 
pasangan suami istri di Indonesia secara keseluruhan. 
2. Saran untuk kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, terlebih di 
bagian penerimaan surat penelitian dari mahasiswa agar lebih berhati-
hati dan dan lebih teliti lagi untuk menjaga surat izin penelitiannya agar 
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
3. Saran untuk pihak akademik fakultas syariah dan hukum dibagian 
pengurusan surat mahasiswa, diharapkan lebih teliti dan peduli dalam 
melihat permintaan pembuatan surat untuk mahasiswa, agar tidak terjadi 
keterlambatan yang sangat lama dalam menerbitkan surat untuk 
mahasiswa.  
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